Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-02/BC/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan
Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019
tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor
Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1709);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG
KIRIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

_ Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan: ‘

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku

Undang-Undang Kepabeanan.



10.

11.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidaﬁg
kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi
ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
Kewajiban Pabean.

Orang adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan.
Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan
Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu
pemuatan atau pengeluarannya.

Penyelenggara Pos adalah badan wusaha yang
menyelenggarakan pos.

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara
Pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan
layanan internasional sebagaimana diatur dalam
Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).
Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT
adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha
dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat,
dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pos.

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui
Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pos. _

Wadah Elektronik yang selanjutnya disebut Platform
adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau
layanan konten lainnya berbasis internet yang
digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi

perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).
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Pasar Elektronik yang selanjutnya disebut Marketplace
adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan
untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan
kegiatan usaha perdagarlgan secara elektronik.

Penyedia Wadah Pasar Elektronik yang sclanjutnya
disebut Penyedia Platform Marketplace adalah pihak baik
orang pribadi, badan, maﬁpun Bentuk Usaha Tetap yang
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau
memiliki kegiatan usaha di dalam Dacerah Pabean yang
menyediakan Platform berupa Marketplace.

Barang Kiriman E-commerce adalah Barang Kiriman yang
transaksi perdagangannya dilakukan melalui penyedia
Platform Marketplace yang terdaftar pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. |

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikén kepada
Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem
pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan
teknologi informasi maupun manual,

Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat
PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran
barang impor yang diimpor untuk dipakail.
Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya
disingkat PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk
pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui
Penyelenggara Pos.

Dokumen Pengiriman Barang yang selanjutnya disebut
Consignment Note adalah dokumen dengan kode
CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan
dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim
barang dengan Penyelenggaralpos untuk mengirimkan
Barang Kiriman kepada Penerima Barang.

Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk
komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau

tidak bergambar.
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Surat adalah Barang Kiriman yang menjadi bagian dari
komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang
ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat
tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan
seluruhnya secara fisik.

Dokumen adalah Barang Kiriman yang berbentuk data,
catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang
dapat dilihat dan dibaca.

Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman selain
Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang pengirimannya
dilakukan melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
yang tidak disertai dengan Consignment Note.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat
PDE adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan
organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan
menggunakan standar yang disepakati bersama,
termasuk komunikasi atau penyampaian informasi
melalui media berbasis laman internet (web-based).
Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan
pabean. |

Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang
bertanggung jawab atas pengoperasian  sarana
pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabcanan yang
selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban
Pabean untuk dan atas kuasa importir.

Penerima Barang adalah Orang yang melakukan
kegiatan memasukkan Barang Kiriman ke dalam Daerah
Pabean.

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea
masuk.

Nilai Tukar adalah harga mata uang rupiah terhadap

mata uang asing.
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Delivery Duty Paid yang selanjutnya disingkat DDP
adalah penyertaan bea masuk dan/atau pajak dalam
rangka impor dalam harga barang yang tercantum pada
Platform.

E-Invoice adalah invoice dalam bentuk data elektronik
yang dikeluarkan oleh Penyedia Platform Marketplace.
E-Catalog adalah daftar dalam bentuk data elektronik
yang berisi barang yang diperdagangkan oleh Penyedia
Platform Marketplace.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan
oleh Kantor Pahean dalam rangka pengawasan dan
pelayanan kepabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat
adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang

Kepabeanan.

BAB II

PENETAPAN JAMINAN UNTUK PJT DAN PENYELENGGARA

(1)

POS YANG DITUNJUK

Pasal 2

PJT yang telah mendapatkan persetujuan untuk
melakukan kegiatan kepabeanan, harus menyerahkan
jaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond kepada
Kepala Kantor Pabean.

Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Xepala Kantor Pabean berdasarkan
pertimbangan jumlah pembayaran bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu

3 (tiga) hari.



(3) Dalam hal PJT belum pernah melakukan Kkegiatan
kepabeanan sebelumnya di Kantor Pabean, jumlah
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan perkiraan
jumlah pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 3
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang telah mendapatkan
persetujuan untuk pelayanan khusus di bidang kepabeanan
harus menyerahkan jaminan perusahaan (corporate
guarantee) secara terpusat kepada Direktur Jendcral setelah
mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

BAB Il
EVALUASI PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN
KEPABEANAN

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas
pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan
kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
atau PJT paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
evaluasi terhadap:

a. pemenuhan persyaratan Penyelenggara Pos Yang
Ditunjuk berupa bukti penetapan TPS atas nama
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atau bukti kerja
sama dengan pengusaha TPS dalam hal
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menggunakan
TPS yang diusahakan untuk umum.

b. pemenuhan persyaratan PJT berupa:

1. izin penyelenggaraan pos;
2. bukti persetujuan untuk dapat melakukan

Akses Kepabeanan sebagai PPJK;



(3)

(4)

3. Dbukti penetapan TPS atas nama PJT atau bukti
kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal PJT
menggunakan TPS yang diusahakan untuk
umuim;

4. kelengkapan sarana dan prasarana di TPS yang
paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat
ukur/timbangan, kamera CCTV, ruang tempat
pemeriksaan pabean;
sistem pergerakan barang di dalam TPS;
layout TPS termasuk detail pembagian ruangan
di dalam TPS; dan

7. jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat (3).

Berdasarkan  hasil evaluasi terhadap kinerja

kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Kantor Pabean:

a.

mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk
mencabut  persetujuan  kegiatan  kepabeanan
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk di Kantor Pabean
yang bersangkutan apabila tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a;

melakukan pencabutan persetujuan untuk melakukan
kegiatan kepabeanan bagi PJT apabila tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 1, angka 2, dan/atau angka 3;
menyampaikan surat peringatan kepada PJT untuk
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 4 dan/atau angka 6; atau
menetapkan jumlah jaminan baru PJT apabila
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b angka 7 menunjukkan kekurangan jaminan.

Dalam hal PJT tidak memenuhi kewajiban dalam surat

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

surat peringatan, PJT tidak diberikan pelayanan

kepabeanan di Kantor Pabean yang bersangkutan berupa

pengeluaran barang untuk:



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

a. diimpor untuk dipakai;

b. diimpor sementara;

c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean
lainnya; dan

d. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Dalam hal PJT telah memenuhi kewajiban dalam surat

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

pelayanan kepabeanan di Kantor Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberikan kembali.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disarﬂpaikam kepada Direktur Jenderal paling lama

setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari.

Pasal 5

Dalamm hal jumlah jaminan ditctapkan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d,
Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat
pemberitahuan mengenai penetapan kembali jumlah
jaminan kepada PJT.
Kepala Kantor Pabean membekukan  kegiatan
kepabeanan terhadap PJT yang tidak menyerahkan
jaminan sesuai dengan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat
penyampaian penetapan.
PJT  yang  dibekukan  kegiatan kepabeanannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan
pelayanan  kepabeanan di Kantor Pabean yang
bersangkutan berupa pengeluaran barang untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara,
c. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean

lainnya; dan

d. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiatan
kepabeanan dalam hal PJT telah menyerahkan jaminan
sesuai dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

BAB IV

PENGANGKUTAN, PEMBONGKARAN, DAN PENIMBUNAN

Pasal 6
Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar
Daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan
berupa inward manifest yang merupakan daftar muatan
barang yang diangkut termasuk muatan yang berupa
Barang Kiriman kepada Pejabat di Kantor Pabean.
Inward manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di
Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC
1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran
barang.
Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah diberikan persetujuan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sementara
menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean dapat
ditimbun di TPS.
Tata cara penyerahan pemberitahuan nward manifest
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai manifes.

Pasal 7
Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lanjut atas
pos yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1
untuk setiap Consignment Note atau setiap item Barang
Kiriman, apabila BC 1.1 belum memuat rincian Barang
Kiriman untuk setiap Consignment Note atau setiap item

Barang Kiriman.



(2)

(1)

(3)
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Tata cara perincian lebih lanjut atas pos yang terdapat
dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantumi dalam Lampiran
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB YV
PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI
KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN YANG
DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TPS

Bagian Kesatu

Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Pasal 8
Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan
Barang Kiriman Tertentu, dapat dikeluarkan dari
Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan
sama dengan TPS sebagal barang yang diimpor untuk
dipakai setelah Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
menyampaikan daftar Barang Kiriman dan Barang
Kiriman kepada Pejabat yang menangani Barang
Kiriman.
Daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat elemen data untuk per jenis
Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang Kiriman
Tertentu:
a. jumlah satuan;
b. total berat kotor; dan
c. nilai pabean, dalam hal Barang Kiriman Tertentu.
Penyelénggara Pos Yang Ditunjuk mengajukan
Consignment Note dalam hal terdapat:
a. barang larangan atau pembatasan; dan/atau
b, barang yang wajib membayar bea masuk,
dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).
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Dalam hal elemen data dalam daftar Barang Kiriman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai

dengan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

a. menyampaikan kepada Penyelenggara Pos Yang
Ditunjuk untuk rﬁengajukan perbaikan daftar
Barang Kiriman; atau

b. melakukan penetapan elemen data pada daftar,
dan/atau nilai pabean untuk daftar Barang Kiriman
Tertentu.

Tata cara penyampaian daftar Barang Kiriman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9
Barang Kiriman berupa Surat, dapat dikeluarkan dari
Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan
sama dengan TPS sebagai barang yang diimpor untuk
dipakai setelah PJUT menyampaikan Consignment Note
berisi rincian Surat, yang paling sedikit memuat:

a. jumlah Surat;

o

. daftar nomor identitas Barang Kiriman;
daftar negara asal;
. daftar berat kotor;

daftar nama dan alamat pengirim; dan

- 0 o 0

daftar nama dan alamat penerima.

Terhadap Consignment Note yang berisi rincian Surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penelitian Tarif dan nilai pabean serta pemenuhan

ketentuan larangan dan pembatasan.



(1)

(2)

(1)
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Pasal 10
Barang Kiriman yang berdasarkan Consignment Note
memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USD 1,500.00
(seribu lima ratus United States Dollar) dapat dikeluarkan
dari Kawasan Pabean atau tempalt lain yang
diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk
dipakai setelah Penyelenggara Pos menyampaikan
Consignment Note kepada Pejabat yang menangani
Barang Kiriman.
Consignment Note sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat elemen data:
a. nomor identitas Barang Kiriman,
negara asal;

berat kotor;

oo o

biaya pengiriman;
asuransi, apabila ada;
harga barang;

mata uang,

5 om0

nilai tukar, apabila ada;

[

uraian jumlah dan jenis barang;

HS code, apabila ada;

e

nomor dan tanggal invoice, jika ada;

—

nama dan alamat pengirim;

m. nama dan alamat penerima;

n. jenis dan nomor identitas penerima, apabila ada;

o. nomor telepon penerima, apabila ada; dan

p. kantor penyerahan Barang Kiriman, apabila ada.
Tata cara penyampaian Consignment Note sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11
Impor Barang Kiriman E-commerce yang memiliki nilai
pabean sampai dengan FOB USD 1,500 {seribu lima ratus

Dollar Amerika Serikat), dapat menggunakan skema DDP.



(2)

(4)

(2)

.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan impor
Barang Kiriman E-commerce menggunakan skema DDP
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyedia
Platform Marketplace.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:
a. nama Platform Marketplace;
b. alamat website dan/atau nama aplikasi;
NPWP;
d. nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
e. nomor Surat Keterangan Terdaftar scbagai Wajib
Pajak; dan
f. daftar nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang
menjadi mitra Penyedia Platform Marketplace.
Kantor Pabean yang dapat memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kantor
Pabean yang memiliki frekuensi tinggl atas impor Barang
Kiriman E-commerce yang transaksinya dilakukan

melalui Penyedia Platform Marketplace tersebut.

Pasal 12

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk

melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

a, kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dengan database mengenai
perpajakan atau data lainnya;

b. klasifikasi lapangan usaha untuk memastikan
bahwa pemohon merupakan badan usaha dengan
bidang usaha  sebagai Penyedia Platform
Marketplace; dan

c. keberadaan Platform.



(3)

(2)
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Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
avat (1) memenuhi persyaratan dan menunjukkan
kesesuaian, Kepala Kantor Pabean mecnerbitkan surat
persetujuan impor Barang Kiriman E-commerce
menggunakan skema DDP, dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku secara nasional.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan tidak
menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean
menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan
penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari
kerja terhitung setelah permohonan diterima secara

lengkap.

Pasal 13

Skema DDP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dapat digunakan setelah Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai menerima penyampaian data E-
Catalog dan E-Invoice dari Penyedia Platform Marketplace
yang telah mendapat persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Penyampaian data E-Catalog dan E-Invoice sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SKP.

Pasal 14
E-Catalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) memuat elemen data paling sedikit sebagai berikut:
nama penyedia Platform Marketplace;
jenis mata uang;

satuan barang,

a
b
c
d. tanggal pemberlakuan harga;
e uraian barang;

f.  kode barang;

g kategori barang;

h

spesifikasi barang;



(3)
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i.  harga barang;

j- identitas penjual;

k. negara asal barang; dan

1. tautan URL barang, apabila ada.

E-Catalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
elemen data mengenai Barang Kiriman E-commerce yang
akan diimpor ke dalam Daerah Pabean.

E-Catalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperbaharui oleh Penyedia Platform Marketplace dalam
hal terjadi perubahan harga.

Elemen data E-Catalog sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk keperluan validasi E-Invoice yang

disampaikan oleh Penyedia Platform Marketplace.

Pasal 15
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukal menerima
penyampaian data E-lnvoice sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) untuk setiap transaksi pengiriman
Barang Kiriman E-commerce ke dalam Daerah Pabean.
E-Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. nama Penyedia Platform Marketplace;

o

nomor E-Invoice;

tanggal E-Invoice,

o o

nama penerima barang;
jenis mata uang;
Nilai Tukar;

tautan URL barang;

o - B B¢

kode barang;

=t

jumlah barang;

j- satuan barang;

k. uraian jenis barang; dan

l.  harga barang.

Terhadap penyampaian data E-Invoice sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), SKP melakukan rekonsiliasi
elemen data pada E-Invoice dengan elemen data pada E-
Catalog yang disampaikan oleh Penyedia Platform

Marketplace.
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Elemen data E-invoice yang direkonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. tanggal E-Invoice;

b. kode barang;

c. jenis mata uang,;

d. jumlah barang;

e. satuan barang; dan

f.  harga barang.

Dalam hal hasil rekonsiliasi elemen data E-Invoice
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan
kesesuaian, elemen data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai dasar rekonsiliasi dengan
elemen data pada Consignment Note yang disampaikan

oleh Penyelenggara Pos.

Pasal 16

Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima

Barang untuk menyampaikan PIBK ke Kantor Pabean

tempat penyelesaian Kewajiban Pabean apabila Barang

Kiriman  yang  berdasarkan Consigniment  Note

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2):

a. memiliki nilai pabean lebih dari FOB USD 1,500.00
(seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima
Barang bukan merupakan badan usaha; dan/atau

b. diimpor oleh Penerima Barang yang bukan
merupakan badan usaha dengan menggunakan
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk.

Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat
lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang
yang diimpor untuk dipakai setelah Penerima Barang
menyampaikan PIBK ke Kantor Pabean tempat
pemenuhan Kewajiban Pabean.

PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh

Penerima Barang berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean,

dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau

pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar.
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Penerima Barang menyampaikan PIBK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Dokumen
Pelengkap Pabean, termasuk dokumen pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan dalam hal Barang
Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau
pembatasan.

Penerima Barang menguasakan pengurusan PIBK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Penyelenggara Pos yang bersangkutan.

Pemberian kuasa pengurusan PIBK sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara periodik
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Penerima Barang merupakan importir yang sepenuhnya
bertanggung jawab  terhadap  kebenaran  PIBK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

PIBK dapat disampaikan untuk Barang Kiriman yang
berdasarkan Consignment Note memiliki nilai pabean
tidak melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus
United States Dollar) dan Penerima Barang bukan
merupakan badan usaha.

Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampaikan PIBK
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyelenggara Pos
tidak harus menyampaikan  Consignment  Note
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Tata cara penyampaian PIBK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pabean

Pasal 17
Terhadap Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal
11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (8),
dilakukan  pemeriksaan pabean  secara  selektif

berdasarkan manajemen risiko.
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(4)
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Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian
dokumen,

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh SKP dan/atau Pejabat.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

memanfaatkan tautan URL barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dalam
penelitian dokumen.

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan:

a. dengan menggunakan alat pemindai elektronik;
dan/atau

b. oleh Pejabat.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan dalam

hal:

a. unit pengawas menerbitkan nota hasil intelijen;

b. terdapat kecurigaan Pejabat berdasarkan tampilan
pemindai elektronik atau informasi lain berupa
profil penerima barang, jenis barang, negara asal
barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau
data lainnya; dan/atau

c. pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemindai
elektronik atau alat pemindai elektronik dalam
keadaan rusak,

Penetapan kecurigaan Pejabat berdasarkan informasi

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat

dilakukan secara elektronik oleh SKP.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pgjabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b disaksikan oleh

Penerima Barang dan/atau petugas Penyelenggara Pos

yang bersangkutan.

Pasal 18
Terhadap Surat dan/atau Dokumen yang dicurigai berisi
barang impor, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b
disaksikan oleh Penerima Barang.
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Penyelenggara Pos menyampaikan pemberitahuan

kepada  Penerima  Barang untuk  menyaksikan

pemeriksaan fisik dalam hal Surat dan/atau Dokumen

ditetapkan untuk dilakukan  pemeriksaan  fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Penerima Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat ditemukan atau Penerima

Barang memberikan kuasa kepada Penyeclenggara Pos,

pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat sebagaimana

disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos.

Penerima Barang‘ dinyatakan tidak dapat ditemukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:

a. Penyelenggara Pos menyampaikan bahwa Penerima
Barang tidak dapat ditemukan; dan/atau

b. Penerima Barang tidak hadir untuk menyaksikan
pemeriksaan fisik dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak penetapan pemeriksaan

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Pejabat memberikan tanda khusus berupa paraf, cap
stempel atau melekatkan stiker lambang Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai pada kemasan Barang Kiriman
yang telah dilakukan pemeriksaan fisik . barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b.

Pemeriksaan fisik barang oleh Pgjabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara
pemeriksaan fisik yang ditandatangani Penerima Barang
dan/atau petugas Penyelenggara Pos yang menyaksikan
pemeriksaan fisik.

Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) Pejabat dan
disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang sama,
beberapa pemeriksaan fisik dalam 1 (satu) hari dapat

dicatat dalam 1 (satu) berita acara.



(1)

(2)

B

Pasal 20

Berdasarkan  pemeriksaan pall;}can sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dalam hal B'arang

Kiriman:

a. mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak
dalam rangka impor, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP memberikan
persetujuan pengeluaran barang dan mencatat
dalam buku catatan pabean;

b. wajib membayar bea masuk dan/atau pajak dalam
rangka impor, Pejabat yang menangani Barang
Kiriman dan/atau SKP melakukan penetapan Tarif
dan nilai pabean; atau

¢, merupakan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud
pada huruf a atau huruf b yang wajib memenuhi
ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman dan/atau SKP
memberitahukan kepada Penerima Barang melalui
Penyelenggara Pos agar Penerima  Barang
menyampaikan  Dokumen  Pelengkap  Pabean
pemenuhan kewajiban ketentuan larangan atau
pembatasan.

Penelitian atas Barang Kiriman yang wajib memenuhi

ketentuan larangan atau pembatasan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh Pejabat
dan/atau SKP.

Dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan

larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, Penerima Barang wajib memenuhi
ketentuan larangan atau pembatasan dimaksud sebelum
pengeluaran barang.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan
dan penyidikan kepabeanan dan cukai atas nama

Direktur Jenderal, SKP dapat:
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a. memberikan persetujuan pengeluaran dan
melakukan pencatatan dalam buku catatan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

b. melakukan penetapan Tarif dan nilai pabean

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Pasal 21

Dalam hal hasil pemeriksaaan pabean scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menunjukkan bahwa

Barang Kiriman E-commerce tidak wajib memenuhi

ketentuan larangan atau pembatasan, SKP melakukan

rekonsiliasi elemen data pada Consignment Note dengan
elemen data pada E-Invoice sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2).

Elemen data Barang Kiriman E-commerce sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nomor E-Invoice;

b. tanggal E-Invoice;

¢c. jenis mata uang;

d. Nilai Tukar;

e. jumlah barang;

S satuan barang; dan

g. harga barang.

Dalam hal rekonsiliasi terhadap elemen data Barang

Kiriman E-commerce sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menunjukkan kesesuaian, SKP:

a. memberikan persetujuan pengeluaran dan melakukan
pencatatan dalam buku catatan pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a; atau

b. melakukan penetapan Tarif dan nilai pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.

Dalam hal rekonsiliasi terhadap clemen - data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan

ketidaksesuaian, penyelesaian Barang Kiriman E-

commerce dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (4).
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Pasal 22
Tata cara pemberian persetujuan impor Barang Kiriman E-
commerce menggunakan skema DDP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dan penyampaian dan penggunaan E-
Catalog dan E-Invoice untuk pengeluaran Barang Kiriman E-
commerce sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 13
dilaksanakan sesuai Lampiran huruf E yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ni.

Bagian Ketiga

Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean

Pasal 23

(1) Terhadap Barang Kiriman yang wajib mcmbayar bea
masuk dan/atau pajak dalam rangka impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
dilakukan penetapan Tarif dan nilai pabean.

(2) Penetapan Tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang menangani
Barang Kiriman atau SKP dengan menerbitkan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau
Pajak (SPPBMCP).

(3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk,
cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dan
disampaikan oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman
kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos.

(4) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan kemudahan
pembayaran, dokumen dasar pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan gabungan atas
beberapa Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

(5) Dokumen dasar pembayaran gabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk Surat Penetapan
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak
(SPPBMCP) atas Barang Kiriman:
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a. melalui Pos Yang Ditunjuk yang merupakan kerja
sama dengan pihak lain; atau

b. melalui PJT.

Penggabungan dokumen dasar pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jumlah yang

terbatas untuk sehari untuk:

a. setiap Penyelenggara Pos; dan

b. per Kantor Pabean yang menerbitkan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,

dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang diterbitkan oleh Pejabat

yang menangani Barang Kiriman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) juga berfungsi sebagai persetujuan

pengeluaran barang,

Dalam hal penetapan nilai pabean oleh Pejabat yang

menangani Barang Kiriman atau SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyebabkan nilai Barang

Kiriman menjadi lebih dari FOB USD 1,500.00 (seribu

lima ratus United States Dollar}, Pejabat yang menangani

Barang Kiriman atau SKP memberitahukan kepada

Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar

Penerima Barang menyampaikan:

a. PIB, dalam hal Penerima Barang merupakan badan
usaha; atau

b. PIBK, dalam hal Penerima Barang bukan

merupakan badan usaha.

Pasal 24

Penyetoran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka
impor oleh Penyedia Platform Markeiplace yang
menggunakan skema DDP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui Penyelenggara Pos
mitra Penyedia Platform Marketplace.

Penyetoran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga} hari terhitung
sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
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Pasal 25

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan pelunasan

bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayal (2), dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal penetapan Surat Penetapan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

PJT melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal penetapan Surat Penetapan
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),

Dalam hal Kantor Pabean belum terhubung dengan
sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor secara elektronik, Penyelenggara Pos
menyampaikan bukti pembayaran bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor kepada Kantor
Pabean penerbit Surat Penetapan Pembayaran Bea
Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dicairkan dalam hal bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
dapat menyampaikan Barang Kiriman dalam keadaan
baik kepada Kepala Kantor Pabean atau Pegjabat yang
menangani Barang Kiriman di Kantor Pabean tempat
penyelesaian Kewajiban Pabean dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Yang dimaksud dengan Barang Kiriman dalam keadaan

baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:

a. Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
harus dalam keadaan utuh, untuk Barang Kiriman
yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5
huruf b; atau

b. Barang Kiriman dan kemasan harus dalam
keadaan utuh dan tidak rusak, untuk Barang
Kiriman yang tidak dilakukan pemeriksaan [isik
oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (5) huruf b.

Atas penyampaian barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), Kepala Kantor Pabean atau Pcjabat yang

menangani Barang Kiriman memberikan tanda terima.

Pasal 26

Pelayanan Barang Kiriman E-commerce sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak diberikan dalam
hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas Barang Kiriman E-
commerce yang transaksinya dilakﬁkan melalul Penyedia
Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
Penyelesaian Barang Kiriman E-commerce sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 20 ayat
(1) huruf b, dan Pasal 20 ayat (4).

Pasal 27

Penyelenggara Pos menerima informasi mengenai perkiraan

Nilai

Tukar dari Penyedia Platform Marketplace untuk

keperluan rekonsiliasi sebagaimana dimakud dalam Pasal 21

ayat (1).
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Pasal 28

Nilai dasar penghitungan bea masuk yang digunakan
oleh Pejabat merupakan Nilai Tukar yang berlaku pada
saat penetapan Taril dan nilai pabcan atas Barang
Kiriman E-cominerce.

Nilai Tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Nilai Tukar yang ditetapkan secara berkala
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak dalam

rangka impor.

Bagian Keempat

Pengeluaran Sebagian

Pasal 29

Dalam hal terdapat Barang Kiriman yang diberitahukan
dalam Consignment Note atau PIBK yang terkena
ketentuan larangan dan/atau pembatasan tetapi belum
memenuhi persyaratan impor, terhadap Barang
Kiriman lainnya dalam Consignment Note atau PIBK
yang bersangkutan yang tidak terkena ketentuan
larangan dan/atau pembatasan dapat diizinkan untuk
diberikan persetujuan pengeluaran barang setelah
dilakukan penelitian mendalam.

Persetujuan pengeluaran sebagian barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan atas
Barang Kiriman yang terkena ketentuan larangan
dan/atau pembatasan yang diberitahukan dengan benar
dalam dokumen PIBK.

Tata cara pengecluaran  sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Bagian Kelima

Pengeluaran Barang Kiriman dengan PIB

Pasal 30

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan

Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama

dengan TPS setelah Penerima Barang atau kuasanya

menyampaikan PIB, dalam hal Barang Kiriman:

a. memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 1,500.00
(seribu lima ratus United States Dollar) dan
Penerima Barang merupakan badan usaha;
dan/atau

b. mendapatkan fasilitas penundaan bea masuk
dan/atau menggunakan Tarif preferensi.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, badan wusaha swasta yang

berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing,

koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau jenis
usaha lainnya yang bersifat tetap dan terus menerus
dengan tujuan memperoleh laba.

Dalam hal PIB diajukan untuk Barang Kiriman melalui

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, kolom isian BC

1.1/BC 1.2 dapat diisi dengan nomor dan tanggal serta

pos dan subpos BC 1.4.

Tata cara pengeluaran Barang Kiriman yang ditetapkan

untuk diselesaikan dengan PIB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai impor

untuk dipakai.
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Bagian Keenam
Pengeluaran Barang Kiriman Untuk diangkut Ke TPS Di

Kawasan Pabean Di Kantor Pabean Lainnya

Pasal 31

(1) Barang Kiriman yang dikirim melalui Penyelenggara Pos
Yang Ditunjuk dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean
atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TP3
untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor
Pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan
pemindahan penimbunan Barang Kiriman.

(2) Pemberitahuan pemindahan penimbunan  Barang
Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
diterima dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS asal merupakan
dokumen Pemberitahuan Pabean pengangkutan dengan
kode BC 1.4 Qutward.

(3) Pengeluaran Barang Kiriman dari TPS asal untuk
diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean
lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan Pejabat atau SKP.

(4) BC 1.4 Outward yang telah mendapatkan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] merupakan
dokumen pelindung pengangkutan Barang Kiriman dari
TPS asal ke TPS tujuan.

(5) Untuk keperluan pengawasan dan rekonsiliasi, Pejabat
yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean
yang mengawasi TPS asal atau SKP menyampaikan BC
1.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat
yang menangani administrasi manifest di Kantor Pabean
yang mengawasi TPS tujuan sebagai BC 1.4 Jnward.

(6) Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor
Pabean vang mengawasi TPS tujuan menggunakan:

a. BC 1.4 yang diterima dari Pejabat yang menangani
administrasi manifes di Kantor Pabean yang
mengawasi TPS asal; dan

b. kesesuaian hasil pengawasan pemasukan Barang
Kiriman ke TPS tujuan,

untuk menyelesaikan BC 1.4 Inward di Kantor Pabean

bersangkutan.
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Tata cara penyampaian pemberitahuan pemindahan
penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat mengajukan
pemberitahuan pemindahan  penimbunan  Barang
Kiriman tanpa terlebih dahulu melakukan perincian BC
1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam hal perincian BC 1.1 Dbelum dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pos
Yang Ditunjuk mengajukan perincian pos BC 1.4 Inward

di Kantor Pabean yang mengawasi TPS tujuan.

Bagian Ketujuh

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diekspor Kembali

Pasal 33

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean

atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS

untuk diekspor kembali berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai:

a. ketentuan impor Barang Kiriman, dalam hal impor
Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos Yang
Ditunjuk dan menggunakan Consigrunent Note; atau

b. ekspor kembali barang impor, untuk Barang
Kiriman selain sebagaimana dimaksud huruf a.

Ekspor kembali secbagaimana dimaksud ayat (1) tidak

dapat diberikan dalam hal ditentukan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara ekspor kembali Barang Kiriman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam

Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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BAB VI
EVALUASI ATAS PERSETUJUAN IMPOR
BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

Pasal 34
Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan persetujuan
impor Barang Kiriman E-commerce melakukan cvaluasi
terhadap  pemenuhan persyaratan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan meminta informasi ke Kantor Pabean
tempat pemasukan Barang Kiriman E-Commerce.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) meliputi
evaluasi terhadap:
a. penggunaan skema DDP yang dilakukan oleh
Penyedia Platform Marketplace;
b. izin usaha scbagai Penyedia Flatform Marketplace;
dan
c. kepailitan Penyedia Platform Marketplace.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak cvaluasi

dilaksanakan.

Pasal 35
Kepala Kantor Pabean mencabut surat persetujuan
impor Barang Kiriman E-commerce menggunakan skema
DDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
dalam hal:
a. berdasarkan hasil evaluasi scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) atau terdapat bukti:
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1. Penyedia Flatform Marketplace tidak
menggunakan skema DDP dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;

2. izin usaha sebagai Penyedia  Platform
Marketplace sudah tidak berlaku; atau

3. Penyedia Platform Marketplace dinyatakan pailit
oleh Pengadilan Niaga;

terdapat bukti Penyedia Platform Marketplace

melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan

dan cukai,; atau

terdapat permohonan dari Penyedia Platform

Marketplace.

(2) Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pencabutan.

~ BABVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penyampaian Daftar Barang Kiriman, Consignment Note,

PIBK, dan Pemberitahuan Pemindahan Penimbunan Barang

Kiriman serta Pembatalan Data Consignment Note dan PIBK

Pasal 36

(1) Penyelenggara Pos menyampaikan:

a.

Perincian lebih lanjut atas Pos yang tcrdapat dalam
Pemberitahuan Pabean BC 1.1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (1);

Consignment Note sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1);

PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) dan Pasal 16 ayat (8); dan

Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang

Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),

ke Kantor Pabean melalui sistem PDE.
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Dalam hal sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum tersedia atau terdapat gangguan yang
dinyatakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang
ditunjuk, penyampaian oleh Penyelenggara Pos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan tulisan di atas formulir.

Dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak dapat beroperasi
dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam,
penyampaian oleh Penyelenggara Pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
tulisan di atas formulir.

Dalam hal terdapat invoice, packing list, dan /atau Dokumen
Pelengkap Pabean lainnya, Penyelenggara Pos harus
menyertakannya pada saat penyampaian Consignment Note
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan PIBK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem PDE atau
tulisan di atas formulir.

Penyampaian Consignment Note sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kedatangan Barang
Kiriman.

Pemenuhan norma waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) menjadi salah satu elemen dalam penyusunan
profil Penyelenggara Pos untuk manajemen risiko Barang

Kiriman.

Pasal 37
Consignment Note yang telah diajukan dan belum
mendapatkan penetapan Pejabat dapat dibatalkan setelah

mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
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(2) PIBK yang telah diajukan dan belum mendapatkan nomor
dan tanggal pendaftaran dapat dibatalkan setelah
mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

(3) Consignment Note yang telah mendapatkan penetapan
Pejabat atau PIBK yang telah mendapatkan nomor
pendaftaran dapat dibatalkan berdasarkan permohonan -
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos, dalam hal:

a. data Consignment Note dan PIBK dikinm ke Kantor
Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean
tempat pengeluaran barang (salah kirim);

b. penyampaian data Consignment Note dan PIBK dari
impor yang sama dilakukan lebih dari salu kali
dan/atau

¢. Barang Kiriman telah musnah karena force majeur.

Pasal 38

(1) Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pembatalan
Consignment Note dan/atau PIBK sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 37 dilampiri dengan bukti yang mendukung
alasan pembatalan.

(2) Pembatalan Consignment Note dan/atau PIBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan
persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Service Level Agreement (SLA)

Pasal 39
Kepala Kantor Pabean menetapkan dan mengumumkan
norma waktu pelayanan Barang Kiriman atau Service Level
Agreement sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Direktur Jenderal ini.
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Pasal 40
Direktur yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaiksanakan kebijakan dan standardisasi {eknis di bidang
penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai dapat
melakukan penyusunan profil Penyelenggara Pos untuk
manajemen risiko Barang Kiriman dengan
mempertimbangkan norma waktu pelayanan atau Service '

Level Agreement atas:

a. penyampaian Consignment Note, Pemberitahuan Impor
Barang Khusus, dan Pemberitahuan Impor Barang sejak
kedatangan barang kiriman; dan

b. penyiapan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan
fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pemeriksaan pabean di bidang impor,

yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pos.

Bagian Ketiga
Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP)

Pasal 41
Tata cara Pembetulan Surat Penctapan Pembayaran Bea
Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) tercantum dalam
Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat
Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pelabuhan Bebas
dan Perdagangan Bebas atau Kawasan Ekonomi Lainnya ke

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Melalui Barang Kiriman

Pasal 42
(1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pelabuhan
bebas dan perdagangan bebas atau kawasan ekonomi
lainnya ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui
Barang Kiriman berlaku ketentuan pembebasan
dan/atau pemungutan bea masuk dan pajak dalam
rangka impor berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai ketentuan kepabeanan, cukai, dan

pajak atas impor Barang Kiriman.
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(2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk barang kena cukai dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

(3) Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor
untuk pengeluaran barang impor sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku dokumen dasar pembayaran
gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(4) Dokumen dasar pembayaran gabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jumlah yang
terbatas dalam sehari untuk:

a. setiap Penyelenggara Pos;

b. per Kantor Pabean yang menerbitkan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Pasal 43
Direktur yang melaksanakan tugas standardisasi dan
bimbingan teknis di bidang impor menentukan pembatasan
jumlah dokumen dasar pembayaran gabungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (4).

Bagian Kelima

Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pasal 44
Pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor
dalam rangka impor Barang Kiriman berlaku pembulatan ke
atas menjadi ribuan rupiah penuh untuk setiap penetapan

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Bagian Keenam

Formulir

Pasal 45
Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal ini tercantum dalam Lampiran
huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Persetujuan kegiatan kepabeanan kepada Penyelenggara
Pos yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal ini tetap berlaku berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Permohonan untuk melakukan kegiatan kepabeanan yang
diajukan oleh PJT sebelum berlakunya Peraturan Direktur
Jenderal ini dan masih dalam tahap pemrosesan,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Consignment Note yang telah diajukan dan belum
mendapat penctapan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau

sistem komputer pelayanan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor
Barang Kiriman sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-30/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang

Kiriman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal 30

Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-02/BC/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN [MPOR BARANG KIRIMAN

A. TATA CARA PERINCIAN LEBIH LANJUT ATAS POS YANG TERDAPAT DALAM
PEMBERITAHUAN PABEAN BC 1.1 OLEH PENYELENGGARA POS YANG
DITUNJUK
I. MENGGUNAKAN PDE KEPABEANAN

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk membuat rincian data pos BC 1.1 dalam
bentuk data elektronik dan menyampaikannya ke Kantor Pabean sesuai
dengan ketentuan di bidang manifes.

2. Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan
langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC
1.4, perincian pos tidak perlu dilakukan.

3. Apabila menggunakan prosedur sebagaimana pada angka 2, perincian

lebih lanjut dilakukan pada dokumen BC 1.4.

II. MENGGUNAKAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk membuat rincian data pos BC 1.1 dalam
media penyimpan data eclektronik dan menyampaikannya ke Kantor
Pabean sesuai dengan ketentuan di bidang manifes.

2. Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan
langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC
1.4, perincian pos tidak perlu dilakukan.

3. Apabila menggunakanl prosedur sebagaimana pada angka 2, perincian
lebih lanjut dilakukan pada dokumen BC 1.4,

III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan rincian pos BC 1.1
dalam bentuk tulisan di atas formulir kepada Pejabat yang menangani
administrasi manifes di Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan di bidang
manifes.

2. Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan
langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC
1.4, perincian pos tidak perlu dilakukan.

3. Apabila menggunakan prosedur sebagaimana pada angka 2, perincian

lebih lanjut dilakukan pada dokumen BC 1.4.
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B. TATA CARA PENYAMPAIAN DAFTAR BARANG KIRIMAN OLEH
PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK
MENGGUNAKAN PDE KEPABEANAN

I

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

(8
1.2,

1.3,

membuat daftar Barang Kiriman dalam bentuk data elektronik.
memisahkan antara daftar Barang Kiriman yang:

a. bebas Bea Masuk dan PDRI; dan

b. membayar Bea Masuk dan/atau PDRIL

menyampaikan daftar Barang Kiriman ke Kantor Pabean secara

elektronik.

2. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima daftar

Barang Kiriman dan melakukan penelitian kelengkapan elemen data:

a. nomor dan tanggal BC 1.1/BC 1.4;
b. nomor Pos BC 1.1/BC 1.4;

c. jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pos BC 1.1/BC 1.4,

dan

d. nilai pabean barang kiriman, dalam hal daftar disampaikan untuk

Barang Kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk namun

tidak mendapatkan pembebasan PDRL

3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan daftar Barang Kiriman

dan Barang Kiriman yang berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang

Kiriman Tertentu kepada Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik

untuk dilakukan pemindaian.

3.1,

3.2,

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat
kecurigaan adanya barang impor yang merupakan barang
larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk,

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik memberikan

catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik

oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

Berdasarkan catatan butir 3.1., Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan

pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang atau

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan:

3.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya,

3.2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

3.2.3. memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman

yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara
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memberikan paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker
lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
3.2.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman.
Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindal elektronik tidak
terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan
barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea
masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai -elektronik
memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman tidak dilakukan

pemeriksaan fisik.

. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian

daftar Barang Kiriman dan, jika dilakukan pemeriksaan, laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.

4.1,

4.2

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menetapkan perubahan terhadap daftar, atau:

4.1.1.SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menerbitkan respon penoclakan atau menetapkan perubahan
dalam daftar.

4.1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan perbaikan
elemen data daftar Barang Kiriman sesuai respon penolakan
dan mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang telah
diperbaiki.

Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib

membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiriman, maka:

4,2.1.SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menerbitkan respon agar Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
menyampaikan Consignment Note atas barang yang
merupakan larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar
bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

4.2.2.SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menerbitkan respon penolakan atau menetapkan perubahan
dalam daftar.

4.2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:
4.2.3.1. menyampaikan Consignment Nofe sebagaimana

dimaksud butir 4.2.1 melalui SKP dan melakukan
penambahan rincian pos BC 1.1 atau BC 1.4,
4.2.3.2. melakukan perbaikan e¢lemen data daftar Barang

Kiriman apabila mendapat respon penolakan dan
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mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang
telah diperbaiki.

4.3. Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan lengkap dan sesuai,
SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan
respon persetujuan pengeluaran.

5. Berdasarkan respon persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang

Ditunjuk menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

II. MENGGUNAKAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK
1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

1.1. membuat daftar Barang Kiriman dalam media penyimpan data
elektronik.

1.2. menyampaikan hasil cetak daftar Barang Kiriman dan daftar Barang
Kiriman dalam media penyimpan data elektronik k¢ Kantor Pabean.

2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

9.1. menerima hasil cetak daftar Barang Kiriman dan daftar Barang
Kiriman dalam media penyimpan data elektronik;

2.0. memeriksa kesesuaian hasil cetak daftar Barang Kiriman dengan
daftar Barang Kiriman dalam media penyimpan data elektronik; dan
2.2.1.dalam hal sesuai, mengunggah (upload) daftar Barang Kiriman

ke dalam SKP, kemudian mengembalikan media penyimpan
data elektronik kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;
2.2.2.dalam hal tidak sesuai, mengembalikan hasil cetak daftar
Barang Kiriman dan daftar Barang Kiriman dalam media
penyimpan data elektronik untuk diperbaiki.
3. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima daftar

Barang Kiriman dan melakukan penelitian kelengkapan elemen data:

a. nomor dan tanggal BC 1.1/BC 1.4,

b. nomor Pos BC 1.1/BC 1.4; dan _

¢. jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pos BC 1.1/BC 1.4.

4. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan daftar Barang Kiriman
dan Barang Kiriman yang berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang

Kiriman Tertentu kepada Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik

untuk dilakukan pemindaian.

4.1. Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat
kecurigaan adanya barang impor yang merupakan barang
larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk,

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik memberikan



4.2,

'4.3.
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catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik

oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

Berdasarkan catatan butir 4.1., Pejabat Pemeriksa Fisik:

4.2.1. melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang
atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

4.2.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya;

4.2.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

4.2.4. memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman
yang telah dilakukan pemeriksaan [fisik dengan cara
memberikan paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker
lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

4.2.5. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman.

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai clektronik tidak

terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan

barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea
masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik
memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman tidak dilakukan

pemeriksaan fisik.

. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian

daftar Barang Kiriman dan, jika dilakukan pemeriksaan, laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.5.

5.5,

B.2.

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tidak lengkap dan/atau

tidak sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman

menetapkan perubahan terhadap daftar, atau:

5.1.1.8KP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
dan/atau SKP mencetak respon penolakan dan menyerahkan
respon penolakan kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk.

5.1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan perbaikan
elemen data daftar Barang Kiriman sesuai respon penolakan
dan mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang telah
diperbaiki.

Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib

membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiriman, maka:

5.2.1.8KP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
mencetak dan menyerahkan respon agar Penyelenggara Pos

Yang Ditunjuk menyampaikan Consignment Note atas barang
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yang merupakan larangan/pembatasan dan/ataﬁ wayjib
membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor;
5.2.2.SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
mencetak dan menyerahkan respon penolakan, atau
menetapkan perubahan dalam daftar dan menyerahkan
respon perubahan.
5.2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:
5.2.3.1. menyampaikan Consignment Note sebagaimana
dimaksud butir 5.2.1 dan melakukan penambahan
rincian pos BC 1.1 atau BC 1.4;
5.2.3.2. melakukan perbaikan elemen data daftar Barang
Kiriman apabila mendapatkan respon penolakan dan
mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang
telah diperbaiki.

5.3. Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan lengkap dan sesuai,
SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak
dan menyerahkan respon persetujuan pengeluaran.

6. Berdasarkan respon persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang

Ditunjuk menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR
1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan daftar Barang Kiriman
dalam bentuk tulisan di atas formulir ke Pejabat yang menangani Barang
Kiriman,
2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima daftar Barang Kiriman
dan melakukan penelitian kelengkapan clemen data:
a. nomor dan tanggal BC 1.1/BC 1.4,
b. nomor Pos BC 1.1/BC 1.4; dan
c. jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pes BC 1.1/BC 1.4.
3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan daftar Barang Kiriman
dan Barang Kiriman yang berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan Barang
Kiriman Tertentu kepada Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik
untuk dilakukan pemindaian.
3.1. Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat
kecurigaan adanya barang impor yang merupakan barang
larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk,

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik memberikan
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3.3,
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catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik

oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

Berdasarkan catatan butir 3.1., Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan

pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang atau

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan:

3.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya,;

3.2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

3.2.3. memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman
yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara
memberikan paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker
lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

3.2.4, menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman.

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik tidak

terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan

barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea
masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai -elektronik
memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman tidak dilakukan

pemeriksaan fisik.

. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian

daftar Barang Kiriman dan, jika dilakukan pemeriksaan, laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.

4.1.

42

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menetapkan perubahan terhadap daftar, atau:

4,1.1.Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan
penolakan daftar Barang Kiriman beserta alasannya kepada
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk pada formulir daftar Barang
Kiriman.

4.1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan perbaikan
elemen data daftar Barang Kiriman sesuai alasan penolakan
dan menyampaikan kembali daftar Barang Kiriman yang telah
diperbaiki.

Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib

membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiriman:

4.2.1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan

kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk agar Barang Kiriman
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yang merupakan larangan/pembatasan dan/atau wajib
membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor diselesaikan dengan Consignment Note;
4.2.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan
penolakan daftar Barang Kiriman beserta alasannya kepada
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk pada formulir daftar Barang
Kiriman, atau menetapkan perubahan dalam formulir daftar
Barang Kiriman dan menyampaikan perubahan tersebut
kepada Penyelenggara Pos Yang DItunjuk.
4.2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:
4.2.3.1. menyampaikan Consignment Note sebagaimana
dimaksud butir 4.2.1 dan melakukan penambahan
rincian pos BC 1.1 atau BC 1.4;

4.2.3.2. melakukan perbaikan elemen data daftar Barang
Kiriman apabila mendapatkan penolakan dan
menyampaikan kembali daftar Barang Kiriman yang
telah diperbaiki.

4.3. Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan lengkap dan sesuai,
Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan
persetujuan pengeluaran.

5. Berdasarkan persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk

menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS,
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C. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UNTUK DIIMPOR UNTUK

DIPAKAI DARI TPS DENGAN CARA PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE
CONSIGNMENT NOTE DISAMPAIKAN MELALUI PDE KEPABEANAN
PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE

L.

1.

%)

Penyelenggara Pos menyampaikan Consignment Note ke Kantor Pabean

melalui sistem PDE Kepabeanan.

SKP menerima data Consignment Note dan melakukan penelitian data

meliputi:

.
2.2.
I

2.4,

kelengkapan pengisian data Consignment Note;

nomor identitas Barang Kiriman tidak berulang;

nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos
BC 1.4 Inward; dan \
kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pos

BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir 2.1 dan 2.2 tidak lengkap dan/atau berulang,

3.1.

3.2.

SKP mengirim respon penolakan.
Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note
sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment

Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir 2.1 dan 2.2 lengkap dan tidak berulang.

4.1.

4.2,

Ands

4.4,

SKP menyampaikan respon permintaan data nomor dan tanggal BC

1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward kepada

Penyelenggara Pos, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud

butir 2.3 menunjukkan nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub

pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Inward belum tercantum.

SKP menyampaikan respon penolakan kepada Penyelenggara Pos,

dalam hal nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1,

atau pos BC 1.4 Inward telah dicantumkan dan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud butir 2.4 tidak sesuai.

SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang

menangani pemindai elektronik.

SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan berdasarkan

hasil penelitian:

4.4,1. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima barang bukan badan usaha, SKP menyampaikan
respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang

Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK.
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4.4.2. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima  barang  merupakan hadan  usaha, SKP
menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara
Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian
PIB.

4.4.3. nilai pabean Barang Kiriman FOB USD 1.500 atau kurang,
SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman untuk dilakukan penelitian

dokumen.

5. Dalam hal terdapat Dokumen Pelengkap Pabean, Penyelenggara Pos

menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat penerima

dokumen.

PEMERIKSAAN PABEAN

1

Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan
penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean. Dalam
hal hasil penelitian dokumen menunjukkan bahwa:

1.1. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima barang bukan badan usaha, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP  menyampaikan  respon
pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman
diselesaikan dengan penyampaian PIBK;

1.2. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima barang merupakan badan usaha, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman danfatau SKP menyampaikan  respon
pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman
diselesaikan dengan penyampaian PIB;

1.3. uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau
dokumen pendukung tidak jelas, Pejabat yang menangani Barang
Kiriman dan/atau SKP menyampaikan respon Nota Permintaan
Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) kepada
Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung; atau

1.4. berdasarkan penelitian dokumen tidak menunjukkan hal-hal
sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, butir 1.2, atau 1.3, Pejabat
yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan
penelitian tarif dan nilai pabean.

Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan

Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.
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3. Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

4.

<

3.9

memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan
pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai
elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain berupa profil
penerima barang, komoditi Barang Kiriman, negara asal barang,
pengirim barang, pengangkut dan/atau data lainnya.

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak
dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak
termasuk dalam Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan

fisik sebagaimana dimaksud butir 3.1.

Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

4.1.

4.2,

4.3.

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda

pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan

dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1

terdapat:

4.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak
sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment
Note;

4.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang
diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak
dalam rangka impor;

4.1.3. kecurigaan Baraﬁg Kiriman berupa barang kena cukai
melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor; dan/atau

4.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean
antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan.

SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan

berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komoditi

Barang Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut

dan/atau data lainnya; dan/atau

tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik

tidak dapat digunakan.

Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP

sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dan/atau butir 4:

ks

Pejabat Pemeriksa Fisik menerima :
5.1.1. catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;
5.1.2. Consignment Note; dan

5.1.3. Packing List/Invoice, bila ada.
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Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos, kemudian:

5.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Penerima Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

5.2.2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP.

Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan Barang

Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan

paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud

pada butir butir 1.4 dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana

dimaksud pada butir 5.2, Pejabat yang menangani Batrang Kiriman

dan/atau SKP:

Pl

7.2,

s

7.4.

7.9.

menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang melalui SKP
kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal
Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak
dalam rangka impor;

menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang
melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan
penyampaian PIBK, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi
FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan usaha;
menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang
melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan
penyampaian PIB, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi
FOB USD 1.500 dan penerima barang merupakan badan usaha;
menerbitkan respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen
Barang Kiriman (NPD-BK) kepada Penerima Barang melalui
Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal
uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau
dokumen pendukung tidak jelas;

menerbitkan respon Surat Penetapan Barang Larangan dan
Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) kepada Penerima Barang
melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib
memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan
larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada
unit pengawasan.

7.5.1. Penerima Barang menerima respons SPBL-BK.
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7.8.

T,

7.5.3.
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Penerima  Barang  menyampaikan dokumen  yang

dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau sécara

elektronik.

SKP atau Pejabat yang' meﬁangani Barang Kiriman melakukan

penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

7.5.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang
menangani Barang Kiriman menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman dan/atau SKP merekam
hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan.

7.5.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat
yang menangani Barang Kiriman melalui SKP

memberitahukan kembali kepada Penerima barang,

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penclitian tarif

dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak
(SPPBMCP) melalui SKP dalam hal:

T.7:1.

T,

Tl 3.

T.74.

Tl o

nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1
atau pos BC 1.4 hward telah tercantum pada data
Consignment Note;

Barang Kiriman tidak wajib memenuhi ketentuan
larangan /pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan
telah dipenuhi; |

mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka
impor dan Nilai Pabean Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD
1.500;

Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan
fisik; dan

dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian tarif

dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik.

melakukan penegahan terhadap kelebihan BKC, dalam hal Barang

Kiriman merupakan BKC yang melebihi jumlah yang diberikan

pembebasan bea masuk dan cukai.
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8. Untuk keperluan penegakan hukum terhadap impor barang larangan dan

pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman

dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan

respon sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.

9. Terhadap Barang Kiriman yang dapat diberikan persetujuan keluar atau

dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean oleh SKP, proses penelitian

sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 atau butir 7.7 dilakukan oleh SKP.

10. Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,

Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dapat diterbitkan secara gabungan

menggunakan dokumen dasar pembayaran gabungan.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

1. SKP mengirimkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana

dimaksud pada Huruf B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud

pada Huruf B butir 7.7 kepada:

kil

1.

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;

atau

Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui TPS Online dalam hal
TPS telah terhubung dengan TPS Online.

2. Berdasarkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud

pada Huruf B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf

B butir 7.7, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan Barang

Kiriman dari TPS.
3. Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:

3.1.

3.3

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data

persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf

B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B

butir 7.7 dengan mnomor identitas Barang Kiriman yang

bersangkutan.

Dalam hal:

3.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

3,1.2.kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat
dikeluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat
yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut,

Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

4. Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS

memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan

persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B
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butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7

yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi

pengeluaran Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP.

PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

1. Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau

billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 paling

lama:

I

1.2,

60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman
melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui
PJT. |

2. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang

Kiriman:

2.1,

78

2.3.

2.4.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian

kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dengan data

Consignment Note pada SKP.

Dalam hal hasil peneclitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1

menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

2.2.1, Memeriksa keutuhan Barang Kiriman, kemasan, dan tanda
khusus pemeriksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan
fisik.

2.2.2. Memeriksa keutuhan Baran;g Kiriman dan kemasan, dalam hal
tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan

2.2 menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman dalam keadaan

baik:

2.3.1. Barang Kiriman ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan
Tidak Dikuasai.

2.3.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP
menutup SPPBMCP dan mengadministrasikannya.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan

2.2 menunjukkan ketidaksesuaian dan/atau Barang Kiriman tidak

dalam keadaan baik, Pejabat yang menangani Barang Kiriman

meneruskan ke unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

3. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahkan kembali

Barang Kiriman, menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan

tidak baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan



4.1.

4.2,

5.

SBY

baik namun berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

butir 2.1 menunjukkan ketidaksesuaian, dan/atau jangka waktu

pembayaran butir 1.1 terlewati:

3.1. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk bermaksud melunasi

| pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitkan:

3.1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan
3.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan
pelunasan pungutan.

3.2. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak bermaksud
melunasi pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan:
3.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan

dengan jangka waktu 30 (tiga puluh} hari;
3.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan
pelunasan pungutan.

Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai dengan jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dilakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor:

Dalam hal PJT bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani

penagihan menerbitkan:

4.1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

4.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan

pungutan.

Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang

menangani jaminan menerbitkan:

4.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan

dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan

4.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan

pungutan

Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada butir 3.2.1 atau 4.2.1.

5.1. Pejabat yang menangani jaminan menyampaikan usulan pembekuan
kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Kantor Pabean yang
bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala Kantor Pabean.

5.2. Kepala Kantor Pabean menerbitkan pembekuan kegiatan kepabeanan
atas Penyeclenggara Pos di Kantor Pabean dengan tembusan kepada

Direktur Jenderal.
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6. Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan telah melakukan
pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor:
6.1, Kepala -Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiatan kepabeanan
Penyelenggara Pos.
6.2. Pejabat yang menangani jaminan menutup SPPBMCP dan

mengadministrasikannya pada SKP.

FORMULIR

Pada hasil cetak SPPBMCP, SPBL-BK, NPD-BK, dan Persetujuan Pengeluaran
Barang Kiriman dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara
otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan

pejabat, dan cap dinas”.

CONSIGNMENT NOTE DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA

ELEKTRONIK
PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE

1. Penyelenggara Pos menyampaikan hasil cetak Consignment Note dan data
Consignment Note dalam media penyimpan data elektronik kepada Kantor
Pabean.

2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

2.1. hasil cetak Consignment Néte dan data Consignment Note dalam media
penyimpan data elektronik kepada Kantor Pabean;

2.2. memeriksa kesesuaian hasil cetak Consignment Note dengan data
Consignment Note dalam media penyimpan data elektronik kepada
Kantor Pabean.

2.2.1. dalam hal sesuai, mengunggah (upload) daftar Barang Kiriman
ke dalam SKP, kemudian mengembalikan media penyimpan
data elektronik kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

2.2.2. dalam hal tidak sesuai, mengembalikan hasil cetak
Consignment Note dengan data Consignment Note dalam media
penyimpan data elektronik untuk diperbaiki.

3. SKP menerima data Consignment Note dan melakukan penelitan data
meliputi:

3.1. kelengkapan pengisian data Consignment Note;

3.2. nomor identitas Barang Kiriman tidak berulang;

3.3. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos
BC 1.4 Inward; dan

3.4. kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pos

BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward.
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4, Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

o

butir 3.1 dan 3.2 tidak lengkap dan/atau berulang:

4.1,
4.2,

SKP mencetak respon penolakan.
Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note
sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment

Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir 3.1 dan 3.2 lengkap dan tidak berulang:

1.

8.2,

9.3.

5.4.

SKP mencetak respon permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1,
nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 hward untuk
diserahkan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal hasil penelitian
sebagaimana dimaksud butir 3.3 menunjukkan nomor dan tanggal

BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Inward belum

tercantum.

SKP mencetak respon penolakan untuk diserahkan kepada

Penyelenggara Pos, dalam hal nomor dan tanggal BC 1.1, pos

dan/atau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Jnward telah

dicantumkan dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 3.4

tidak sesuai.

SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang

menangani pemindai elektronik.

SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan berdasarkan

hasil penelitian:

5.4.1. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima barang bukan badan usaha, SKP mencetak respon
pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pos
agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK.

5.4.2. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan
penerima barang merupakan badan usaha, SKP mencetak
respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada
Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan
penyampaian PIB.

5.4.8. nilai pabean Barang Kiriman FOB USD 1.500 atau kurang,
SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman untukl dilakukan penelitian

dokumen.,
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PEMERIKSAAN PABEAN

1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian

data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean. Dalam hal hasil

penelitian dokumen menunjukkan bahwa:

(0

1.2

1.3:

14,

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima
barang bukan badan usaha, Pejabat yang menangani Barang Kiriman
dan/atau SKP mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan
kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan
penyampaian PIBK;

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima
barang merupakan badan usaha, Pejabat yang menangani Barang
Kiriman dan/atau SKP mencetak respon pemberitahuan untuk
diserahkan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan
dengan penyamp-aian PIB; '

uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau
dokumen pendukung tidak jelas, Pejabat yang menangani Barang
Kiriman dan/atau SKP mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau
Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada
Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung; atau
berdasarkan penelitian dokumen tidak menunjukkan  hal-hal
sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, butir 1.2, atau 1.3, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif

dan nilai pabean.

2. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan Barang

Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

3. Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

el

3.2.

memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan
pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai
elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan
pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam
Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud butir 3.1.

4. Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

4.1.

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda
pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen
pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdapat:

4.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai

dengan uraian yang tercantum dalam Consignment Note;
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4.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang
diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor;

4.1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi
batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor; dan/atau

4.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean
antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan.

4.2, SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komoditi Barang
Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau
data lainnya; dan/atau

4.3. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik
tidak dapat digunakan.

. Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP sebagaimana

dimaksud pada butir 3.1 dan/atau butir 4:

5.1. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima :

5.1.1. catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

5.1.2. Consignment Note; dan’

5.1.3. Packing List/Invoice, bila ada.

5.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos kemudian :

5.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Penerima Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

5.2.2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP.

. Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan Barang

Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan

;ﬂaraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat

Jenderal Bea dan Cukali,

. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada

butir butir 1.4 dan/atau hasil perrieriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada

butir 5.2, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP:

7.1. mencetak respon persetujuan pengeluaran barang untuk diserahkan

kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang

Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajalk dalam rangka

impor;



7.2,

7.3.

7.4.

s

7.6.

7.7.

w B8

mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penerima

Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan

dengan penyarﬁpaian PIBK, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman

melebihi FOB USD 1,500 dan penerima barang bukan badan usaha;
mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penerima

Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman disclesaikan

dengan penyampaian PIB, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman

melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang merupakan badan usaha;
mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang

Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui

Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal

uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau

dokumen pendukung tidak jelas;

mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan

Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang

melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi

ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasan
belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.
7.5.1. Penerima Barang menerima respon SPBL-BK.
7.5.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.
7.5,3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan
penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan. |
7.5.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani
Barang Kiriman  menunjukkan dokumen  yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP merekam hasil penelitian
dan dokumen yang dipersyaratkan.

7.5.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali
kepada Penerima barang.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan

nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat

Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

melalui SKP dalam hal:

7.7.1. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau

pos BC 1.4 Inward telah tercantum pada data Consignment Note;



10.

- 59 .

7.7.2. Barang Kiriman tidak  wajib memenuhi  ketentuan
larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah
dipenuhi; dan

7.7.3. mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
dan Nilai Pabean Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD 1.500.

7.7.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik;
danl |

7.7.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian
tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik.

7.8. melakukan penegahan terhadap kelebihan BKC, dalam hal Barang
Kiriman merupakan BKC vyang melebihi jumlah yang diberikan
pembebasan bea masuk dan cukai.

Untuk keperluan penegakan hukum terhadap impor barang larangan dan

pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman

dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan respon

sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.

Terhadap Barang Kiriman yang dapat diberikan persetujuan keluar atau

dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean oleh SKP, proses penelitian

sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 atau butir 7.7 dilakukan oleh SKP.

Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukali,

dan/atau Pajak (SPPBMCP) dapat diterbitkan secara gabungan menggunakan

dokumen dasar pembayaran gabungan.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

Ls

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyerahkan cetakan persetujuan

pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.1 atau

SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 kepada:

1.1. Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;
atau

1.2. Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui TPS Online dalam hal
TPS telah terhubung dengan TPS Online.

Berdasarkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada

Huruf B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir

7.7, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari

TPS.

Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:

3.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data

persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B
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 butir 7.1 atau SPPBMCP scbagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7
dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan. \

Dalam hal:

3.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

3.1.2. kedapatan tidak sesuai, éan*ang Kiriman tidak dapat dikeluarkan
dan selanjutnya n{enyampaﬂ{an kepada Pepabat yang menangani
pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

3.2. Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang
merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS

memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan

persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir

7.1 atau SPPBMCP scbagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 yang

diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pengeluaran Barang

Kiriman dari TPS melalui TPS Cnline ke SKP.

PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

;

1

Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau

billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf B butif 7.7 paling
lama:

1.1, 60 (emam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman
melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

1.2. 3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui PJT.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang

Kiriman: |

2.1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan Ipenelitian
kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dengan data
Consignment Note pada SKP.

2.2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1
menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:
2.2.1. Memeriksa keutuhan  Barang Kiriman, kemasan, dan tanda

khusus pemeriksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik. |
2.2.2. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman dan kemasan, dalam hal
tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

2.3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2
menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman dalam keadaan baik:
2.3.1. Barang Kiriman ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan

Tidak Dikuasai.
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2.3.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP menutup
SPPBMCP dan mengadministrasikannya.

2.4. Dalam hal hasil penellitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2
menunjukkan ketidaksesuaian dan/atau Barang Kiriman tidak dalam
keadaan baik, Pejabat yang menatgani Barang Kiriman meneruskan ke
unit pengawasan untuk pen:clitian lebih lanjut. ~

. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahkan kembali

Barang Kiriman, menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan tidak

baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan baik namun

berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1

menunjukkan ketidaksesuaian, dan/atau jangka waktu pembayaran butir 1.1

terlewati:

3.1. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk bermaksud melunasi

pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitkan:

8.1 .I1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

3.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan.

3.2. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak bermaksud m‘elunasi

pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan:

3.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairé_n jaminan
dengan jangka waktu 30 (tiga pulu h) hari;

3.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan. | '

. Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai dengan jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dilakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor:

4.1, Dalam hal PJT bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani

penagihan menerbitkan: -

4.1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

4.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan.

4.2. Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang

menangani jaminan menerbitkan:

4.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan
dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,

4.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan

. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada butir 3.2.1 atau 4.2.1.
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5.1, Pejabat yang menangani jaminan menyampaikan usulan pembekuan
kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Kantor Pabean yang
bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala Kantor Pabean.

5.2. Kepala Kantor Pabean menerbitkan pembekuan kegiatan kepabeanan atas
Penyelenggara Pos di Kantor Pabean dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal.

6. Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan telah melakukan pembayaran
bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor:

6.1. Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiatan kepabeanan
Penyelenggara Pos.

6.2, Pejabat yang menangani jaminan menutup SPPBMCP dan

mengadministrasikannya pada SKP.

FORMULIR

Pada hasil cetak SPPBMCP, SPBL-BK, NPD-BK, dan Persetujuan Pengeluaran
Barang Kiriman dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis
oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan

cap dinas”.

III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR
PENYAMPAIAN DAN PEMERIKSAAN PABEAN ATAS CONSIGNMENT NOTE DAN

BARANG KIRIMAN

1. Penyelenggara Pos menyiapkan dan menyampaikan Consignment Note dan

Barang Kiriman ke Kantor Pabean.

2. Dalam hal alat pemindai elektronik tersedia, Pejabat yang menangan alat
pemindai elektronik:

2.1. menerima Consignment Note dan Barang Kiriman untuk dipindai dengan
alat pemindai elektronik.

2.2. memberikan catatan/tanda pada Consignment Note agar barang kiriman
dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat
pemindai elektronik terdapat kecurigaan.

2.3. memberikan catatan/tanda pada Consignment Note barang kiriman
tidak dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak
termasuk dalam Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan
fisik sebagaimana dimaksud butir 2.2.

2.4. meneruskan Consignment Note dan Barang Kiriman kepada:

2.4.1. Pejabat Pemeriksa Fisik, dalam hal terdapat catatan agar

dilakukan pemeriksaan fisik.
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2.4.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman, dalam hal tidak

terdapat catatan agar dilakukan pemeriksaan fisik.

3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian meliputi:

3.1.
3.2
3.3.

34

kelengkapan pengisian data Consignment Note;

nomor identitas Barang Kiriman tidak berulang;

nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC
1.4 Inward; dan

kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pos BC

1.1 atau pos BC 1.4 Inward.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir 3.1 dan 3.2 tidak lengkap dan/atau berulang:

4.1,

4.2.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan dan mencetak
respon penolakan.

Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note sesuai
respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment Note

yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir 3.1 dan 3.2 lengkap dan tidak berulang, Pejabat yang menangani

Barang Kiriman:

7

5.2

5.3.

menerbitkan dan mencetak respon permintaan data nomor dan tanggal
BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward untuk
diserahkan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal hasil penelitian
sebagaimana dimaksud butir 3.3 menunjukkan nomor dan tanggal BC
1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Jnward belum
tercantum.
menerbitkan dan mencetak respon penolakan untuk diserahkan kepada
Penyelenggara Pos, dalam hal nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau
sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Jnward telah dicantumkan dan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud butir 3.4 tidak sesuai.
memberikan catatan/tanda pada Consignment Note dan Barang Kiriman
agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal :
5.3.1. berdasarkan penelitian Consignment Note dan Barang Kiriman
terdapat :
5.3.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak
sesuai dengan uraian yang tercantum  dalam
Consignment Note;
5.3.1.2. kecurigaan terkait niiai pabean atas Barang Kiriman
yang diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau

pajak dalam rangka impor;
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5.3.1.83. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai
melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau
pajak dalam rangka impor; dan/atau

5.3.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban
pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau
pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.

5.3.2. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai
elektronik tidak dapat digunakan.

melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

. Dalam hal terdapat catatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 dan/atau

butir 5.3 pada Consignment Note dan Barang Kiriman, Pejabat Pemeriksa

Fisik;

.1,

6.2.

6.3.

menerima catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada

Consignment Note beserta Barang Kiriman dan Packing List/ Invoice, bila

ada.

melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penerima Barang atau

Penyelenggara Pos kemudian :

6.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat
dibuat secara periodik, dan meminta Penerima Barang atau
Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

6.2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP.

memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah

dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap

stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada

butir 5.4 dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir

6.2,
Fuls

T

7.3.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

memberikan persetujuan pengeluaran barang pada Consignment Note
dan mengadministrasikannya dalam Buku Catatan Pabean, dalam hal
Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam
rangka impor;

memberikan catatan/tanda pada Consignment Note agar Barang Kiriman
diselesaikan dengan penyampaian PIBK, dalam hal nilai pabean Barang
Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan
usaha; |

memberikan catatan/tanda pada Consignment Note agar Barang Kiriman

diselesaikan dengan penyampaian PIB, dalam hal nilai pabean Barang
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Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang merupakan
badan usaha,;
menerbitkan dan mencetak Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen
Barang Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang
melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam
hal uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau
dokumen pendukung tidak jelas; |
menerbitkan dan mencetak Surat Penetapan Barang Larangan dan
Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada
Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman
wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan Kketentuan
larangan /pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit
pengawasan.
7.5.1. Penerima Barang menerima SPBL-BK.
7.5.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean.
7.5.3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian
terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
7.5.3.1. dalam hal hasil penelitian oleh Pgjabat yang menangani
Barang Kiriman  menunjukkan  dokumen  vyang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman menggabungkan dokumen persyaratan
impor dengan Consignment Note dan
mengadministrasikannya.
7.5.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman memberitahukan kembali kepada
Penerima barang.
dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan
nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;
melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)
dan billing pembayaran serta mengadministrasikannya dalam Buku
Catatan Pabean, dalam hal:
7.7.1. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau
pos BC 1.4 Inward telah tercantum pada data Consignment Note;
7.7.2. Barang Kiriman tidak wajib memenuhi ketentuan
larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah

dipenuhi;
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7.7.3. mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
dan Nilai Pabean Barang Kirimarn tidak melebihi FOB USD 1.500;

7.7.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilalukan pemeriksaan fisik;
dan

7.7.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian
tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik.

7.5, melakukaﬁ penegahan terhadap kelebihan BKC, dalam hal Barang
Kiriman mempakén BKC yang melebihi jumlah yang diberikan
pembebasan bea masuk dan cukai.

Untuk keperluan penegakan hukum terhadap impor barang larangan dan

pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman

dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan respon

sebagaimana dimaksud pada butir 7.5,

Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,

dan/atau Pajak (SPPBMCP) dapat diterbitkan secara gabungan menggunakan

dokumen dasar pembayaran gabungan.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

la

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyerahkan Consignment Note
yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud
pada Huruf A butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf A
butir 7.7 kepada Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang,

Berdasarkan Consignment Note yang telah diberikan persetujuan pengeluaran

barang sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.1 atau SPPBMCP

sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.7, Penyelenggara Pos
menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

2.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data
persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf A
butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.7
dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan,

Dalam hal:

2.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

2.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan
dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang menangani
pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

2.2. Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

mengadministrasikan realisasi pengeluaran Barang Kiriman.
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PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

1. Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau

billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.7 paling

lama: )

1.1. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman
melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

1.2, 3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui PJT.

. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang

Kiriman:

2.1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian
kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dengan data
Consignment Note pada Buku Catatan Pabean.

2.2, Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1
menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:
2.2.1. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman, kemasan, dan tanda

khusus pemeriksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik.
2.2.2. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman dan kemasan, dalam hal
tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

2.3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2
menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman dalam keadaan baik:
2.3.1. Barang Kiriman ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan

Tidak Dikuasai.
2.3.2. Pgjabat yang menangani Barang Kiriman menutup SPPBMCP dan
mengadministrasikannya pada Buku Catatan Pabean.

2.4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2,2
menunjukkan ketidaksesuaian dan/atau Barang Kiriman dalam keadaan
tidak baik, Pejabat yang menangani Barang Kiriman meneruskan ke unit
pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahkan kembali

Barang Kiriman, menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan tidak

baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan baik namun

berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1

menunjukkan ketidaksesuaian, dan/atau jangka waktu pembayaran butir 1.1

terlewati:

3.1. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk bermaksud melunasi
pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitkan:

3.1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan
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3.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan.

3.2. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak bermaksud melunasi
pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan:

3.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan
dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

3.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan.

. Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai dengan jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dilakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor:

4.1, Dalam hal PJT bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani
penagihan menerbitkan:

4.1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan
4.1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan.

4.2. Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang
menangani jaminan menerbitkan:

4.2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan
dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

4.2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan
pungutan

. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada butir 3.2.1 atau 4.2.1.

5.1. Pejabat yang menangani jaminan menyampaikan usulan pembekuan
kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Kantor Pabean yang
bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala Kantor Pabean.

5.2. Kepala Kantor Pabean menerbitkan pembekuan kegiatan kepabeanan atas
Penyelenggara Pos di Kantor Pabean dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal,

. Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan telah melakukan pembayaran

bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor:

6.1. Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiatan kepabeanan
Penyelenggara Pos.

6.2. Pejabat yang omenangani jaminan menutup SPPBMCP dan

mengadministrasikannya dalam Buku Catatan Pabean.



-H9 -

D, TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UNTUK DIIMPOR UNTUK
DIPAKAI DENGAN PENYAMPAIAN PIBK

I. PIBK YANG DISAMPAIKAN MELALUI PDE KEPABEANAN
PENYAMPAIAN PIBK

1. Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Barang bahwa Rarang

Kiriman harus diselesaikan dengan penyampaian PIBK dengan menguasakan
pengurusannya kepada Penyelenggara Pos.

2. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1, dapat disampaikan melalui
media elektronik atau tulisan di atas formulir.

3. Penyelenggara Pos mengisi dan membuat PIBK dalam bentuk data elektronik
dan menyampaikan data PIBK ke Kantor Pabean secara elektronik melalui
sistem PDE Kepabeanan.

4. SKP menerima data PIBK dan melakukan penelitan data meliputi:

4.1. nomor dan tanggal BC 1.1 Jnward, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau

nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4;

4.2, kelengkapan pengisian data PIBK selain butir 4.1;

4.3. nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L, house AWB, atau nomor
identitas Barang Kiriman;

4.4, kode dan nilal tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;

4.5. pos tarif yang tercantum dalam BTKI;

4.6. Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan

4.7. Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1 atau BC 1.4 meliputi:

a. nomor dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan (B/L, AWB,
House B/L, House AWB, dll) atau nomor identitas Barang Kiriman;
dan

~ b. nomor dan tanggal BC 1.1 Ihward, nomor pos dan sub pos BC 1.1
atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

5. Dalam hal pengisian data PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 sampai

dengan butir 4.6 tidak sesuai:

5.1. SKP mengirim respon penolakan.

5.2. Penyelenggara Pos selaku PPJK melakukan perbaikan PIBK sesuai
respon penolakan dan mengirimkan kembali PIBK yang telah diperbaiki.

6. Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 sampai
dengan butir 4.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pos
dan/atau sub pos BC'1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4
belum tercantum, SKP menyampaikan respon permintaan data nomor dan
tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC
1.4 dan pos BC 1.4

7. Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nomor dan tanggal
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BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4

dan pos BC 1.4, SKF melakukan penelitian:

7.1. sebagaimana dimaksud pada butir 4.7; dan

7.2, status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usaha).

. Dalam hal hasil penelitian status penerima barang sebagaimana dimaksud

pada butir 7.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usaha, SKP

menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang

Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

. SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas

barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang

yang diberitahukan dalam PIBK.
9.1. Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang impor wajib
memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum
dipenuhi, SKP  menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang
Larangan/Pembatasan Barang Kiriman (NPBL-BK) dengan tembusan
kepada unit pengawasarn.
9.1.1. Penerima Barang menerima respon NPBL-BK.
9.1.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara clektronik.
9.1.3. SKP atau Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
larangan/pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen
yang dipersyaratkan.
9.1.3.1. Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pgjabat dan hasil
penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan
telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian
ketentuan = larangan/pembatasan merekam  hasil
penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam
SKP.

9.1.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat
yang menangani penelitian pemenuhan ketentuan
larangan /pembatasan melalui SKP memberitahukan
kembali kepada importir.

9.2. Dalam hal penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan
tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian lebih lanjut
terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat, SKP
meneruskan data PIBK kepada Pejabat yang menangani penelitian
ketentuan larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan

ketentuan larangan/pembatasan.
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Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang tidak wajib
memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/
pembatasannya telah dipenuhi, SKP menerbitkan billing pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

10. Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pembayaran bea masuk,

cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pembayaran.

11.Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembayaran diterbitkan

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos belum melakukan pembayaran bea

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan

jaminan, SKP menerbitkan respon penolakan.

11.1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima respon penolakan.

11.2. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data

NDPBM dan mengajukan kembali PIBK ke Kantor Pabean.

12.Dalam hal penerima barang atau Penyelenggara Pos telah melakukan

pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau

menyerahkan jaminan, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran

PIBK sebagai tanda bahwa PIBK telah memenuhi syarat formal.

PEMERIKSAAN PABEAN

L

Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan Barang

Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

2.1,

2.9,

memberikan catatan/tanda pada SKP agar baraxﬁg kiriman dilakukan
pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai
elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lainnya; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan
pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam
Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana

dimaksud butir 2.1

Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

3.1,

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda

pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen

pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdapat :

3.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai
dengan uraian yang tercantum dalam Consignment Note;

3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean ataé Barang Kiriman yang
diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor;

3.1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi
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batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor; dan/atau

3.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kcwajiban pabean
antara lain untuk keperluan pernaiakan atau pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan,

3.2. SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komoditi Barang
Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, penganglkut dan/atau
data lainnya; dan/atau

3.3. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik
tidak dapat digunakan. .

. Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP sebagaimana

dimaksud pada butir 2 dan/atau butir 3:

4.1. Pejabat pemeriksa fisik menerima:

a, Catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

b. Consignment Note; dan/atau

c. Packing List/Invoice, bila ada.

4.2..Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh
Penyelenggara Pos atau Penerima Barang kemudian:

4.2.1. membuat Berita Acard Pemeriksaan Fisik barang dan meminta
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos untuk
menandatanganinya,

4.2.2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP dengan
tembusan kepada unit pengawasan; dan

4.2.3. mengirim LHP dan/atau BAP fisik kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman.

4.3. Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan
Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara
memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang
Direktorat Jenderal Bea dan Cukali.

. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian PIBK,

Consignment Note, LHP, dan/atau Paciking List/Invoice, bila ada.

. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat yang menangani barang

kiriman mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium.

. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan tidak

sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meneruskan

kepada unit pengawasan.

7.1. Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat yang menangani

Barang Kiriman dalam waktu 24 jam kerja dalam hal akan melakukan
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penelitian lanjutan;

Dalam hal:

a. tidak dilakukan penelitian lanjutan (7.1); atau

b. tidak ada respon dari unit pengawasan dalam waktu vyang
ditentukan butir 7.1,

Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan

penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang

larangan /pembatasan.

8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana butir 4.2 dan hasil uji

laboratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan kesesuaian dengan

pemberitahuan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP

melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan

tentang barang larangan/pembatasan.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada

butir 7.2, dan butir 8, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

9.1.

9.2,

menerbitkan respen Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang
Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui
Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal
uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/atau dokumen
pendukung tidak jelas;
menerbitkan respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan
Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang
melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi
ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan
belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.
9.2.1. Penerima Barang menerima respon SPBL-BK.
9.2.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.
9.2.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan
penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
9.2.3.1, Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani
Barang Kiriman menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP merekam hasil penelitian
dan dokumen yang dipersyaratkan; atau
9.2.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali

kepada Penerima barang atau Penyelenggara Pos.
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9.3. dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan

94.

9.5.

kekurangan pembayaran:

931

8.3.2.

Pejabat yang menangani barang kiriman menerbitkan SPTNP
serta mengirimkan respon SPTNP dan billing pembayaran kepada
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos, dengan tembusan
kepada Pejabat yang menangani penagihan.

Penerima Barang membayar kekurangan pembayaran sesuai
dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau

menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan

nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean:

9.8.1.

9.5.2.

9.6.3.

9.5.4.

9.5.5.

menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang
larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan
larangan atau pembatasan,

tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran atau
mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan penerima barang
telah melunasi kekurangan pembayaran atau menyerahkan
jaminan dalam hal mengajukan keberatan;

nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau
nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 telah tercantum dalam
PIBK;

Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik;
dan

dalarsm hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan

penelitian tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik,

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan SPPB-BK.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

1.

SKP mengirimkan SPPB-BK kepada:

1.1

1:2;

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

dari TPS; atau

Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui
TPS Online dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online.

. Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan

Barang Kiriman dari TPS.

Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:

3.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data
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SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan,
dalam hal:
3.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan,; atau
3.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan
dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang menangani
pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
3.2. Penyelengara Pos atau Pejélbat yang Imengawasi pengeluaran barang
merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP,
Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS
memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan SPPB-BK
yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pengeluaran

Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP Barang Kiriman.

FORMULIR
Pada hasil cetak NPBL-BK, NPD-BK, SPBL-BK, SPPB-BK, dan SPTNP

dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem

computer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.

PIBK DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK
PENDAFTARAN PIBK

1.

Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Barang agar
menyampaikan PIBK atas Barang Kiriman yang diimpornya dengan
menguasakan pengurusannya kepada Penyelenggara Pos.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan
melalui media elektronik atau tulisan di atas formulir.

Penyelenggara Pos mengisi dan membuat PIBK dalam bentuk data elektronik
dan menyimpannya dalam media penyimpan data elektronik.

Penyelenggara Pos menyampaikan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean
berupa:

a. PIBK dalam rangkap 3 (tiga);

b. media penyimpan data elektronik;

c. Consignment Note; dan

d. Packing/List atau Invoice bila ada.

Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PIBK, lalu
memeriksa kesesuaian hasil cetak PIBK dengan data dalam media
penyimpan data elektronik.

Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari media penyimpan
data ke SKP Kantor Pabean, kemudian mengembalikan media penyimpan

data elektronik kepada penyelenggara pos,
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SKP menerima data PIBK dan melakukan penelitian data meliputi:
7.1. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau
nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4;
7.2. kelengkapan pengisian data PIBK selain huruf 7.1;
7.3. nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L, house AWB, atau nomor
identitas barang kiriman tidak berulang;
7.4. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM:
7.5. pos tarif tercantum dalam BTKI;
7.6, Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan
7.7. Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1/BC 1.4 meliputi:
a. nomor dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan (B/L, AWB,
House B/L, House AWB, dan lain-lain); dan
b. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan sub pos BC 1.1
atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.
Dalam hal pengisian data PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 7.2
sampai dengan butir 7.6 tidak sesuai:

8.1. SKP mencetak respon penolakan.

8.2. Penyelenggara Pos selaku PPJK melakukan perbaikan PIBK sesuai
respon penolakan dan mengirimkan kembali PIBK yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 7.2. sampai

dengan butir 7.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pos

dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4

belum tercantum, SKP menyampaikan respon permintaan data nomor dan

tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC

1.4 dan pos BC 1.4.

Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nomor dan tanggal

BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4

dan pos BC 1.4, SKP melakukan penelitian:

10.1.sebagaimana dimaksud pada butir 7.7; dan

10.2, status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usaha).

Dalam hal hasil penelitian status penerima barang sebagaimana dimaksud

pada butir 10.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usaha,

SKP menyampaikan respon kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman

diselesaikan dengan penyampaian PIB,

SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas

barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis

barang yang diberitahukan dalam PIBK.

12.1.Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang impor wajib

memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum
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dipenuhi, SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan atau

Pembatasan (NPBL-BK) dengan tembusan kepada unit pengawasan.

12.1.1. penerima barang menerima respon NPBL-BK.

12.1.2. penerima barang menyampaikan dekumern vang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

12.1.3. SKP atau Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
larangan/pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen
vang dipersyaratkan.
12.1.3.1. Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pejabat dan hasil

penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam
hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke
dalam SKP.
12.1.3.2, Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat
yvang menangani penelitian pemenuhan ketentuan
larangan /pembatasan melalui SKP memberitahukan
kembali kepada importir.
12.2.dalam hal penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan
tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian lebih lanjut
terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat, SKP
meneruskan data PIBK kepada Pejabat yang menangani penelitian
ketentuan larangan/pembatasan untuk dilakukan  penelitian
pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan,
12.3.dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang tidak wajib
memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/
pembatasannya telah dipenuhi, SKP menerbitkan billing pembayaran
bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

13. Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pembayaran bea
masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pembayaran.

14. Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembayaran diterbitkan
penerima barang atau penyelenggara pos belum melakukan pembayaran bea
masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan
jaminan, SKP menerbitkan respon penolakan.
14.1.Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima respon penolakan.
14.2. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data

NDPBM dan mengajukan kembali PIBK ke Kantor Pabean.

15. Dalam hal penerima barang telah melakukan pembayaran bea masuk, cukai,
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dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan jaminan, SKP

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIBK sebagai tanda bahwa PIBK

telah memenuhi syarat formal.

PEMERIKSAAN PABEAN

1. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan Barang

Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

2. Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

2.1

memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan
pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai

elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lainnya; atau

. memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan

pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam
Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud butir 2,1.

3. Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

T

3.2.

3.3.

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda
pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen
pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdapat ;

3.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai
dengan uraian yang tercantum dalam Consignment Note; -

3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang
diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor;

3.1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi
batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor; dan/atau

3.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean
antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan;

SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan

berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komoditi Barang

Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau

data lainnya; dan/atau

tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik

tidak dapat digunakan.

4. Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP sebagaimana

dimaksud pada butir 2.1 dan/atau butir 3:

4.1. Pejabat pemeriksa fisik menerima:
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a. Catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;
b. Consigniment Note; dan/atau
‘c. Packing List/ Invoice, bila ada.

4.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh
Penyelenggara Pos atau Penerima Barang kemudian:

4.2.1. membuat Berita Acara Pcmeriksaan Fisik barang dan meminta
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos untuk
menandatanganinya;

4.2.2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP dengan
tembusan kepada unit pengawasan; dan

4.2.3. mengirim LHP dan/atau BAP fisik kepada Pejabat yang
menangani Barang Kiriman.

4.3. Pgjabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan
Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara
memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian PIBK,
Consignment Note, LHP, dan/atau Packing List/ Invoice, bila ada.

6. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat yang menangani barang
kiriman mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium.

7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan tidak
sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meneruskan
kepada unit pengawasan.

7.1. Unit pengawasan menyampaikan Kkepada Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dalam waktu 24 jam kerja dalam hal akan melakukan
penelitian lanjutan;

7.2. Dalam hal:

a. tidak dilakukan penelitian lanjutan (7.1); atau

b. tidak ada respon dari unit pengawasan dalam waktu yang ditentukan

Bty 7.1,

Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan

penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang

larangan /pembatasan.

8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana butir 4.2 dan hasil uji
laboratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan kesesuaian dengan
pemberitahuan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP
melakukan penelitian tarif .dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan
tentang larangan /pembatasan.

9. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada
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butir 7.2, dan butir 8, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

9.1

S

9.3.

9.5,

mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang

Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui

Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal

uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/atau dokumen

pendukung tidak jelas;

mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan

Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang

melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi

ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan
belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.
9.2.1. Penerima Barang menerima respon SPBL-BK.
9.2.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.
9.2.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan
penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
9.2.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani
Barang Kiriman  menunjukkan dokumen  yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP merekam hasil penelitian
dan dokumen yang dipersyaratkan.

9.2.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali
kepada Penerima barang,

Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan

kekurangan pembayaran:

9.3.1. Pejabat yang menangani barang kiriman menerbitkan SPTNP serta
mengirimkan respon SPTNP dan billing pembayaran kepada
Penerima Barang, dengan tembusan kepada Pejabat yang
menangani penagihan.

9.3.2. Penerima Barang membayar kekurangan pembayaran sesuai
dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau
menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penclitian tarif dan

nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean

9.5.1. menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang

larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan
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larangan atau pembatasan;

9.5.2, tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran atau
mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan pencrima barang
telah melunasi kekurangan pembayaran atau menyerahkan
jaminan dalam hal mengajukan keberatan;

9.5.3. nomeor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau
nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 telah tercantum dalam
PIBK;

9.5.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik;
dan

9.5.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian
tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik,

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan SPPB-BK.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

1. SKP mengirimkan SPPB-BK kepada:

1.1

1.2.

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang
dari TPS; atau
Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui

TPS Online dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online.

2. Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan

Barang Kiriman dari TPS.
3. Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:

3.1.

3.2.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan
data SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman yang
bersangkutan.

Dalam hal:

3.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

3.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan
dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelengara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

4. Dalam hal TPS telah terhubung 'dangan TPS Online, Pengusaha TPS

memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan SPPB-BK

yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pengeluaran

Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP Barang Kiriman.
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FORMULIR
Pada hasil cetak NPBL-BK, NPD-BK, SPBL-BK, SPPB-BK, dan SPTNP

dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomalis oleh sistem

komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”

III. PIBK DISAMPAIKAN MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR
PENDAFTARAN PIBK

{

Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Barang agar
menyampaikan PIBK atas Barang Kiriman yang diimpornya dengan
menguasakan pengurusannya kepada Penyelenggara Pos.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan melalui

tulisan di atas formulir.

Penyelenggara Pos mengisi formulir PIBK secara lengkap dengan

mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.

Penyelenggara Pos menyampaikan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean

berupa:

a. PIBK dalam rangkap 3 (tiga),

b. Consignment Note,

c. surat keputusan pembebasan bea masuk; dan

d. Packing/List atau Invoice, bila ada.

Pejabat péncrima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PIBK, dan

melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Penyelenggara Pos:

5.1. Dalam hal hasil penelitian mehunjukkan Penyelenggara Pos diblokir,
Pejabat penerima dokumen menerbitkan respon penolakan yang
disampaikan kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pos.

5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana
dimaksud pada butir 5.1., Pejabat penerima dokumen melakukan
penelitian data PIBK meliputi:

S5.1.1.nomor dan tanggal BC 1.1 Jnward, nomor pos dan sub pos BC
1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4;

5.1.2. kelengkapan pengisian data PIBK selain huruf 5.1.1;

5.1.3. nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L, house AWB, atau
nomor identitas barang kiriman tidak berulang;

5.1.4. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;

5.1.5. pos tarif tercantum dalam BTKI;

5.1.6. Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan

5.1.7. Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1/BC 1.4 meliputi:
a. nomor dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan (B/L,

AWB, House B/L, House AWB, dan lain-lain); dan
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b. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan sub pos BC
I.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4;

Dalam hal pengisian data PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2.

sampai dengan butir 5.1.6 tidak sesuai:

6.1. Pejabat penerima dokumen mencetak respon penolakan.

6.2. Penyelenggara Pos melakukan perbaikan PIBK sesuai respon penolakan

dan mengirimkan kembali PIBK yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2 sampai

dengan butir 5.1.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pos

dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4

belum tercantum, Pejabat penerima dokumen mencetak dan menyampaikan

respon permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos

BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nomor dan tanggal

BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4

dan pos BC 1.4, Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian:

8.1. sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.7; dan

8.2. status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usaha).

Dalam hal hasil penelitian status penerima barang sebagaimana dimaksud

pada butir 8.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usaha,

Pejabat yang menerima dokumen mencetak dan menyampaikan respon

kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan

penyampaian PIB.

Pejabat penerima dokumen meneruskan dokumen Pemberitahuan Pabean

sebagaimana dimaksud butir 4 kepada Pejabat yang menangani penelitian

ketentuan larangan/pembatasan.

Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan

melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas

barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis
barang yang diberitahukan dalam PIBK.

11.1. Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang impor wajib
memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya
belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
larangan/pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang
Larangan/Pembatasan Barang Kiriman (NPBL-BK) dengan tembusan
kepada unit pengawasan.

11.1.1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima respon

NPBL-BK.
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11.1.2. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menyampaikan
dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara
manual.

11.1.3. Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
larangan/pembatasan  melakukan  penelitian  terhadap
dokumen yang dipersyaratkan.
11.1,3.1.Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pejabat dan

hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
penelitian ketentuan larangan/pembatasan
menggabungkan dokumen yang dipersyaratkan
dengan PIBK,

11.1.3.2.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang
menangani  penelitian  pemenuhan  ketentuan
larangan/pembatasan  memberitahukan  kembali

kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pos.
11.2. Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang tidak wajib
memenuhi  ketentuan larangan/pembatasan atau  ketentuan
larangan/pembatasannya telah dipenuhi, Pejabat yang menangani
penelitian ketentuan larangan/pembatasan mencetak dan
menyerahkan billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam
rangka impor dan/atau permintaan penyerahan jaminan kepada

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos

Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pembayaran bea
masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pembayaran.
Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembayaran diterbitkan
penerima barang atau penyelenggara pos belum melakukan pembayaran
bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan
jaminan, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
larangan/pembatasan mencetak dan menyerahkan respon penolakan
kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pos.

13.1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima respon

penolakan.

13.2. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data

NDPBM dan mengajukan kembali PIBK ke Kantor Pabean.

Dalam hal Penerima Barang atau Penyelenggara Pos telah melakukan
pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau

menyerahkan jaminan, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan
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larangan/pembatasan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIBK

sebagai tanda bahwa PIBK telah memenuhi syarat formal.

PEMERIKSAAN PABEAN

1. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan Barang

Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.
2. Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

2.1. memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan
pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai
elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lainnya; atau

2.2. memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan
pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam
Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud butir 2.1.

3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberikan catatan dalam SKP
agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

3.1. berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap
pabean terdapat:

3.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai
dengan uraian yang tercantum dalam PIBK;

3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang
diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor;

3.1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi
batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor; dan/atau

3.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean
antara lain untuk keperluan perpajakan- atau pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan.

3.2. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik
tidak dapat digunakan.

4. Berdasarkan catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dalam SKP

sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan/atau butir 3:

4.1. Pejabat pemeriksa fisik menerima:

a. Catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

b. Consignment Note; dan/atau

c. Packing List/Invoice, bila ada.

4.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh

Penyelenggara Pos atau Penerima Barang kemudian:



4.2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan meminta
Penerima Barang atau Penyelengpara Pos untuk
menandatangannya;

4.2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP; dan

4.2.3. mengirim LHP dan/atau BAP fisik kepada Pejabat yang

~ menangani Barang Kiriman.

4.3. Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan
Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara
memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian PIBK,

Consignment Note, LHP, dan/atau Packing List/ Invoice, bila ada.

. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat yang menangani barang

kiriman mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboraterium.

. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan tidak

sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meneruskan

kepada unit pengawasan.

7.1. Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dalam waktu 24 jam kerja apakah akan melakukan
penelitian lanjutan,

7.2. Dalam hal:

a. tidak dilakukan penelitian lanjutan (7.1); atau

b. tidak ada respon dari unit pengawasan dalam waktu yang

ditentukan butir 7.1,

Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan

penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang

larangan /pembatasan.

. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana butir 4.2 dan hasil uji

laboratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan kesesuaian dengan

pemberitahuan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP
melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan
tentang larangan/pembatasan.

. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada

butir 7.2, dan butir 8, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

9.1. mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang
Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui
Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal
uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/atau dokumen

pendukung tidak jelas;
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mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan

Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Pcnerima Barang

melalui Penyelenggara Pos, calam hal Barang Kiriman wajib memenuhi

ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan
belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.
9.2,1. Penerima Barang menerima respon SPBL.
9.2.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan
ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.
9.2.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan
penelitian terhadap dokumen yang dipersyafatkan.
9.2.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani
Barang  Kiriman  menunjukkan dokumen  yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani
Barang Kiriman dan/atau SKP merekam hasil penelitian
dan dokumen yang dipersyaratkan.

9.2.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan Ibelum sesuai, SKP atau Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali
kepada Penerima baraﬁg.

Daiam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan

kekurangan pembayaran:

9.3.1. Pejabat yang menangan: barang kiriman menerbitkan SPTNP serta
mengirimkan respon SPTNP dan billing pembayaran kepada
Penerima Barang, dengan tembusan kepada Pejabat yang
menangani penagihan.

9.3.2. Penerima Barang membayar kekurangan pembayaran sesuai
dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau
menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan

nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean:

9.5.1. menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang
larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan
larangan atau pembatasan;

9.5.2. tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran atau
mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan penerima barang
telah melunasi kekurangan pembayaran atau menyerahkan
jaminan dalam hal mengajukan keberatan, dan

9.5.3. nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1,1 atau
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nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 telah tercantum dalam
PIBK,

9.5.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan
terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik;
dan

9.5.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian
tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik,

Pejabat yang menangani barang kiriman menerbitkan SPPB-BXK.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

1

Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak dan menyerahkan SPPB-

BK kepada Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran

barang dari TPS.

Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan

Barang Kiriman dari TPS.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data

SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan.

Dalam hal;

3.1.1.kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

3.1.2.kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan
selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelengara Pos menyampaikan realisasi pengeluaran Barang Kiriman

kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.
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E. TATA CARA PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG RIRIMAN E-
COMMERCE

I. PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR
BARANG KIRIMAN E-COMMERCE
1. Penyedia Platform Marketplace mengajukan permohonan pendaftaran.

1.1. Penyedia Platform Marketplace mengajukan permohonan pendaftaran
untuk menggunakan skema DDP kepada Kepala Kantor Pabean sesuai
dengan contoh format surat permohonan.

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui pos elektronik, permohonan
sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. dalam bentuk softcopy
disampaikan ke alamat pos elektronik Kantor Pabean.

2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan pendaftaran yang

diajukan oleh Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud angka 1.

3. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian atas kelengkapan elemen
data yang tercantum dalam permchonan pendaftaran yang diajukan oleh

Penyedia Platform Marketplace. _

3.1. Dalam hal elemen data dalam permohonan pendaftaran tidak lengkap,
Pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada
Penyedia Platform Marketplace untuk dilengkapi.

3.2. Dalam hal elemen data dalam permohonan pendaftaran lengkap, Pejabat
penerima dokumen meneruskan permohonan kepada Pegjabat yang
ditunjuk.

4, Terhadap penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2,
| Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

a. eksistensi alamat website dan/atau nama aplikasi Platform Marketplace,

b. kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 huruf c,

huruf d, dan huruf e dengan database mengenail perpajakan atau data
lainnya; dan

klasifikasi lapangan usaha untuk memastikan bahwa pemohon

0

merupakan badan usaha dengan bidang usaha sebagai Penyedia Platform
Marketplace.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4
menunjukkan:
5.1. kesesuaian, Pejabat yang ditunjuk meneruskan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean dengan rekomendasi persetujuan; atau
S.2. ketidaksesuaian, Pejabat yang ditunjuk meneruskan permohonan
kepada Kepala Kantor Pabean dengan rekomendasi penolakan.
6. Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan

penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman
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E-commerce sesuai dengan contoh dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secera iengkap.
Penyampaia_n surat persetyjuan atau penolakan atas permohonan
pendaftaran Penyedia Platform Marketplace.

7.1. Dalam hal Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan
Penggunaan Skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce,
Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan dimaksud
kepada Penyedia Platform Marketplace dengan tembusan kepacda:

a. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
b. Direktur Teknis Kepabeanan; dan
c. Direktur Penindakan dan Penyidikan.

7.2. Dalam hal Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan, Pejabat
yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan kepada Penyedia
Platform Marketplace dengan tembusan kepada:

a. Direktur Penindakan dan Penyidikan; dan

b. Direktur Teknis Kepabeanan.

II. TATA CARA PENYAMPAIAN DATA E-CATALOG DAN E-INVOICE
Persiapan Penvampaian Data E-Catalog dan E-Invoice

3.

Penyedia Platform Marketplace yang telah mendapatkan persetujuan
penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce
menyampaikan surat permohonan integrasi sistem informasi teknologi
kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan melampirkan surat
persetujuan penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-
commerce.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan

melalui pos elektronik,

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk

melakukan penelitian atas kevalidan surat persetujuan penggunaan skema

DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce dengan melakukan

pengecekan terhadap tembusan surat persetuyjuan dimaksud yang

disampaikan oleh Kantor Pabean.

3.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian, Direktur Informasi
Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat
persetujuan integrasi sistem informasi teknologi yang berisi:

a. Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA); dan
b. kode token wuntuk keperluan pengintegrasian sistem informasi

teknologi.
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3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian, Direktur
Informasi Kepabeanan dan Cukai atau Pe¢jabat yang ditunjuk
menyampaikan surat penolakan disertai alasan penoclakan.

4. Penyedia Platform Marketplace yang telah mendapatkan persetujuan integrasi
sistem informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 3.1,
melakukan penyesuaian sistem informasi teknologi yang dimilikinya sesuai
dengan Panduan Integrasi Aplikasi (PIA) sehingga dapat terhubung dengan
SKP dan melakukan pertukaran data elektronik melalui media internet
dengan menggunakan teknologi web service.

S. Setelah sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh Penyedia Platform
Marketplace terhubung dengan SKP, Penyedia Platform Marketplace
melakukan uji coba penyampaian data E-Catalog dan E-Invoice,

5.1. Dalam hal uji coba berjalan dengan baik, Penyedia Platform Marketplace
dapat menyampaikan data E-Catalog atas Barang Kiriman E-commerce
yang diperdagangkan dalam Platform Marketplace yang akan diimpor ke
dalam Daerah Pabean.

5.2. Dalam hal uji coba masih mengalami kendala, Penyedia Platform
Marketplace dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat

Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Penvampaian Data E-Catalog

1. Penyedia Platform Marketplace menyampaikan data E-Catalog atas Barang
Kiriman E-commerce yang diperdagangkan dalam Platform Marketplace yang
akan diimpor ke dalam Daerah Pabean atau menyampaikan pembaharuan
data Barang Kiriman E-commerce yang mengalami perubahan harga ke SKP.

2. Terhadap penyampaian data sebagaimana dimaksud pada angka 1, SKP
melakukan penelitian atas kelengkapan elemen data E-Catalog yang
disampaikan oleh Penyedia Platform Marketplace.

2.1, Dalam hal elemen data E-Catalog tidak lengkap, SKP menyampaikan
respon “tidak lengkap” kepada Penyedia Platform Marketplace untuk
selanjutnya dilengkapi.

2.2. Dalam hal elemen data E-Catalog lengkap, SKP menyampaikan respon
“lengkap”, dan elemen data tersebut dapat digunakan untuk validasi E-

Invoice.

Penvampaian Data E-Tnvoice

1. Penyedia Platform Marketplace menyampaikan data E-Invoice untuk setiap
transaksi Barang Kiriman E-commerce yang akan diimpor ke dalam Daerah

Pabean.
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2. Terhadap penyampaian data sebagaimena dimaksud pada angka 1, SKP
melakukan penelitian atas kelengkapan elemen data E-lnvoice vyang
disampaikan oleh Penyedia Platform Marketplace.

2.1. Dalam hal clunen data Ednvoice tidak lenghkap, SKP menyampaikan
respon “tidak lengkap” kepada Penyedia Platform Marketplace untuk
selanjutnya dilengkapi.

2.2. Dalam hal elemen data E-Invoice lengkap, SKP menyampaikan respon
“lengkap” dan melakukan rekonsiliasi elemen data E-Invoice dengan
elemen data pada E-Catalog.

3. SKP melakukan rekonsiliasi elemen data pada E-Invoice dengan data pada E-
Catalog.

3.1. Dalam hal hasil rekonsiliési elemen data sebagaimana dimaksud pada
angka 2.2 menunjukkan kesesuaian, SKP menyampaikan respon “valid”
dan elemen data E-Invoice dapat digunakan untuk keperluan
rekonsiliasi dengan elemen data pada Consignment Note.

3.2, Dalam hal hasil rekonsiliasi elemen data sebagaimana dimaksud pada
angka 2.2 menunjukkan ketidaksesuaian, SKP menyampaikan respon
“tidak valid” dan elemen data E-Invoice tidak dapat digunakan untuk

keperluan rekonsiliasi dengan clemen data pada Consignment Note.

I[II. TATA CARA PENGGUNAAN E-CATALOG DAN E-INVOICE UNTUK PENGELUARAN
BARANG KIRIMAN E-COMMERCE
1. Penyelenggara Pos mitra Penyedia Platform Marketplace menyampaikan
Consignment Note ke Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman E-
commerce melalui SKP. |
2. SKP menerima data Consignment Note dan melakukan penelitian atas:
2.1. kelengkapan pengisian data Consignment Note,
2.2. nomor identitas Barang Kiriman E-commerce tidak berulang;
2.3. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC
1.4 lward; dan
2.4. kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman E-commerce dengan pos dan
sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward.
3. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada
butir 2.1 dan 2.2 tidak lengkap dan/atau berulang:
3.1. SKP mengirim respon penolakan.,
3.2. Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note sesuai
respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment Note

yang telah diperbaiki.
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4. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada

butir

2.1 dan 2.2 lengkap dan tidak berulang, SKP melakukan peneclitian

terhadap nilai pabean.

4.1,

4.2.

5. SKP

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan nilai pabean yang tercantum

dalam Consignment Note tidak melebihi Free On Board (FOB) USD 1,500

(seribu 1imé ratus Dollar Amerika Serikat), SKP melakukan penelitian

terhadap pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan nilai pabean yang tercantum

dalam Consignment Note melebihi Free On Board (FOB) USD 1,500

(seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dan:

4.2.1. penerima barang bukan badan usaha, SKP menyampaikan
respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang
.Kiriman E-commerce disclesaikan dengan penyampaian PIBK;
atau | |

4,2.2. penerima barang merupakan badan uéaha, SKP menyampaikan
respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang
Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan atau

pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1. berdasarkan elemen

data
Note.

3.1

HS code yang disampaikan oleh Penyelenggara Pos dalam Consignment

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Barang Kiriman E-

commerce termasuk dalam daftar barang larangan atau pembatasan,

SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pcjabat yang

menangani Barang Kiriman untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

5.1.1 Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa
Barang Kiriman E-commerce bukan merupakan barang larangan
atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau
pembatasan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau
SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean sesuai dengan
Lampiran III angka romawi [ huruf B Peraturan Direktur Jenderal
ini.

5.1.2 Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa
Barang Kiriman E-commerce merupakan barang larangan atau
pembatasan atau yang belum memenuhi ketentuan larangan
atau pembatasan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman
menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan atau Pembatasan
Barang Kiriman (SPBL—BK] dan menyampaikannya kepada

Penyelenggara Pos.



5.2

o B

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Barang Kiriman E-
commerce tidak wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan,
SKP melakukan rekonsiliasi elemen data pada Consignment Note dengan

elemen data pada E-Invoice.

6. SKP melakukan penelitian terhadap pelunasan Surat Penetapan Pembayaran

Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas Barang Kiriman E-

comrmerce.

6.1.

6.2.

Dalam hal tidak terdapat Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas Barang Kiriman E-commerce
yang tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP), pelayanan atas Barang Kiriman E-commerce
dilakukan oleh SKP berdasarkan rekonsiliasi elemen data pada
Consignment Note dengan elemen data pada E-Invoice.

Dalam hal terdapat Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP} atas Barang Kiriman E-commerce yang tidak
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau
Pajak (SPPBMCP), peclayanan atas Barang Kiriman E-commerce
dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III angka romawi 1 huruf B

Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. SKP melakukan rekonsiliasi elemen data pada Consignment Note dengan

elemen data pada E-Invoice.

Tds

Fals

Dalam hal rekonsiliasi elemen data menunjukkan kesesuaian dan:

7.1.1. Barang Kiriman E-commerce mendapatkan pembebasan bea
masuk dan pajak dalam rangka impor, SKP menerbitkan respon
persetujuan pengeluaran dan melakukan pencatatan dalam buku
catatan pabean; atau

7.1.2. Barang Kiriman E-commerce tidak mendapatkan pembebasan bea
masuk dan pajak dalam rangka impor, SKP melakukan
penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat
Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak
(SPPBMCP).

Dalam hal rekonsiliasi elemen data menunjukkan ketidaksesuaian,

berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan

dan cukai atas nama Direktur Jenderal, SKP dapat;
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menerbitkan  persetujuan  pengeluaran dan  melakukan
pencatatan dalam buku catatan pabean, dalam hal Barang
Kiriman E-commerce mendapatkan pembebasan bea masuk dan
pajak dalam rangka impor; atau

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan
Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak
(SPPBMCP), dalam hal Barang Kiriman E-commerce tidak
mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka

impor.
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F. TATA CARA PENGELUARAN SEBAGIAN BARANG KIRIMAN

L

Penerima Barang atau Penyclenggara Pos mengajukan permohonan

pengeluaran sebagian Barang Kiriman dengan dilampiri dokumen pendukung

kepada Kepala Kantor Pabean.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman

melakukan penelitian atas permohonan.

Pejabat yang menangani pengawasan melakukan penyegelan terhadap Barang

Kiriman.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman dalam

jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap memberikan

tanggapan dengan:

a. menerbitkan surat persetujuan pengeluaran sebagian, dalam hal
permohonan diterima; atau |

b. menerbitkan surat penolakan pengeluaran sebagian, dalam hal permohonan
ditolak,

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima surat persetujuan atau

surat penolakan.

' Dalam hal permohonan diterima:

6.1. Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman dengan menggunakan
Consignment Note:
6.1.1. Apabila Consignment Note diajukan melalui PDE atau media
penyimpan data;
6.1.1.1 Pejabat yang menangani Barang Kiriman memasukkan
persetujuan pengeluaran sebagian di dalam SKP.
6.1.1.2 SKP melanjutkan proses pelayanan kepabeanan atas
Consignment Note. |
6.1.1.3 Dalam hal secara nilai FOB kescluruhan Barang
Kiriman wajib membayar bea masuk dan pajak, SKP
menerbitkan respon SPPBMCP dan billing pembayaran
atas barang yang setuju untuk dikeluarkan.
6.1.1.4 Dalam hal secara nilai FOB keseluruhan Barang
Kiriman tidak wajib membayar bea masuk dan pajak,
SKP menerbitkan respon persetujuan keluar atas barang
yang setuju untuk dikeluarkan.
6.1.2. Apabila Consignment Note diajukan dengan tulisan di atas
formulir:
6.1.2.1 Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencatat
persetujuan pengeluaran sebagian pada Consignment
Note.



6.1.22

6.1.2.3

6.1.2.4
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Consignment  Note dilanjutkan proses pelayanan
Kepabeanannya.

Dalam hal secara nilai FOB keseluruhan Barang
Kiriman wajib membayar bea masuk dan pajak, Pejabat
yang menangani Barang Kiriman menerbitkan SPPBMCP
dan billing pembayaran atas barang vang setuju untuk
dikeluarkan.

Dalam hal secara nilai FOB keseluruhan Barang
Kiriman tidak wajib membayar bea masuk dan pajak,
Pejabat yang mienangani Barang Kiriman menerbitkan
persetujuan keluar atas barang yang setuju untuk

dikeluarkan

6.2. Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman dengan menggunakan PIBK:

6.2.1.

6. 2.2,

PIBK diajukan melalui PDE atau media penyimpan data:

6.2.1.1,

6.2.1.8.

6.2,1.8.

Dalam hal PIBK :

6.2.1.1.1. belum mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran, Pejabat yang menangani ketentuan
larangan /pembatasan memasukkan
persetujuan pengeluaran sebagian di dalam
SKP; atau

6.2.1.1.2. telah mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran, Pejabat yang menangani Barang
Kiriman memasukkan persetujuan pengeluaran
sebagian di dalam SKP.

SKP melanjutkan proses pelayanan kepabeanan atas

PIBK. |

SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman

memberikan catatan/tanda pada SPPB yang diterbitkan

sesuai dengan persetujuan pengeluaran sebagian dan

penelitian Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

PIBK diajukan dengan tulisan di atas formulir:

6.2.2.1.

Dalam hal PIBK:

6.2.2.1.1. belum mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran, Pejabat yang  menangani
ketentuan larangan/pembatasan meneruskan
berkas PIBK dan surat persetujuan kepada
Pejabat yang menangani Barang Kiriman; atau

6.2.2.1.2. PIBK telah mendapatkan nomor dan tanggal

pendaftaran, Pejabat yang menangani Barang
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Kiriman melakukan penelitian PIBK lebih
lanjut,
6.2.2.2. PIBK dilanjutkan proses pelayanan kepabeanannya.
6.2.2.3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberikan
catatan/tanda pada SPPB yang diterbitkan sesuai dengan
persetujuan pengeluaran sebagian dan hasil penelitian.
Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima SPPBMCP atau SPPB yang

telah diberikan catatan pengeluaran barang dan menyampaikan kepada

. Pejabat yang menangani pengawasan.

Pejabat yang menangani pengawasan:
8.1. membuka segel;
8.2. melakukan pengawasan pemisahan Barang Kiriman yang mendapat
persetujuan pengeluaran sebagian; dan
8.3. melakukan penyegelan atas Barang Kiriman yang tidak dikeluarkan.
Pejabat yang menangani pengeluaran barang melakukan pengawasan
pengeluaran barang sebagian. _
Dalam hal penerima barang melakukan penyelesaian atas Barang Kiriman yang
tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3 :
10.1. menggunakan Consignment Note,
10.1.1. Penerima barang atau Penyelenggara Pos menyerahkan:
10.1.1.1.nomor identitas Barang Kiriman dan/atau copy
SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada butir 7; dan
10.1.1.2.dokumen yang dipersyaratkan untuk pemenuhan
ketentuan larangan dan/atau pembatasan,
kepada pejabat yang mengangani Barang Kiriman.
10.1.2. Pejabat yang menangani barang kiriman melakukan penelitian
terhadap dokumen yang dipersyaratkan,
10.1.2.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan telah sesuai dan pengeluaran
barang sebelumnya menggunakan SPPBMCP, Pejabat
yang menangani Barang Kiriman atau SKP
menerbitkan SPPBMCP atas Barang Kiriman vang telah
memenuhi persyaratan;
10.1.2.2.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan telah sesuai dan pengeluaran
barang sebelumnya menggunakan persetujuan keluar,
Pejabat yang menangani Barang Kiriman atau SKP
menerbitkan persetujuan keluar atas Barang Kiriman

yang telah memenuhi persyaratan; atau
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10.1.2.3.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali
kepada Penerima Barang.
10.2. menggunakan PIBK,
10.2.1. Penerima barang atau Penyelenggara Pos menyerahkan:
10.2,1.1. nomor identitas Barang Kiriman dan/atau copy SPPB
yang telah diberikan catatan pengeluaran sebagian
sebagaimana dimaksud pada butir 7; dan
10.2.1.2. dokumen yang dipersyaratkan untuk pemenuhan
ketentuan larangan dan/atau pembatasan,
kepada pejabat yang menangani Barang Kiriman.
10.2.2. Pejabat yang menangani barang kiriman melakukan penelitian
terhadap dokumen yang dipersyaratkan,
10.2,2.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberikan catatan
tambahan pada SPPB untuk persetujuan pengeluaran
Barang Kiriman yang telah memenuhi persyaratan. |
10.2.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen
yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang
menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali
kepada Penerima Barang.
Pengeluaran Barang Kiriman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada butir 10.1.2.1 atau butir 10.2.2.1 selanjutnya diproses sesuai
butir 7, butir 8, dan butir 9.
Dalam hal Barang Kiriman yang tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud
pada butir 8.3 telah ditetapkan éebagai Barang yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, atau Barang yang Menjadi Milik
Negara, penyelesalan sebagaimana butir 10 dan 11 dilakukan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian terhadap barang yang
dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang

menjadi milik negara.
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G. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI KAWASAN PABEAN
ATAU TEMPAT LAIN YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TPS UNTUK
DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN DI KANTOR PABEAN LAINNYA

I. DILAKUKAN DENGAN PDE KEPABEANAN
PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASI TPS ASAL

1. Penyelenggara® Pos yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan

pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke Kantor Pabean yang mengawasi

TPS Asal melalui SKP Barang Kiriman.

SKP Barang Kiriman melakukan penelitian kelengkapan pengisian

pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman. Dalam hal hasil

penelitian sebagaimana dimaksud menunjukkan:

Bl

2.0

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman

tidak lengkap, SKP Barang Kiriman menolak pemberitahuan pemindahan

penimbunan Barang Kiriman;

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman

lengkap:

2.2.1. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 dan
membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean
Pengeluaran (BCP 1.4 Outward);

2.2.2. menerbitkan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman
dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean
di Kantor Pabean Lainnya (BCF 1.4.1) dan mengirimkannya
kepada:
2.2.2.1. Penyelenggara Pos;
2.2.2.2. Pengusaha TPS Asal dan Pengusaha TPS Tujuan melalui

TPS Online dalam hal Pengusaha TPS Asal dan/atau
Pengusaha TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS
Online.

2.2.3. melakukan penutupan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 dalam hal
Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS menggunakan BC
1.4,

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL

i

Berdasarkan BCF 1.4.1, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk:

%

1.2,

melakukan persiapan untuk pengeluaran barang vyang telah
mendapatkan persetujuan pengeluaran; dan

melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum barang dikeluarkan
dari TPS Asal.

. Dalam hal TPS Asal belum terhubung dengan TPS Online:
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Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal:
2.1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran,
jumiah dan jenis kemasan yang bersangkuian, dalam hal:
2.1.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan
dan SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon
persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean
yang mengawasi TPS Tujuan;

2.1.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat
dikeluarkan dan menyampaikan ketidaksesuaian
tersebut kepada Pejabat yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal
untuk penyelesaian lebih lanjut dengan tembusan
kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor
Pabean yang mengawasi TPS Asal;

2.1.2. memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pada SKP
Barang Kiriman.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk merekam realisasi pengeluaran

Barang Kiriman dari TPS Asal ke SKP Barang Kiriman.

. Dalam hal TPS Asal telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS Asal:

St

3.2.

S8

menggunakan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman (BCF
1.4.1) untuk menyetujui pengeluaran Barang Kiriman oleh
Penyelenggara Pos.

Dalam hal nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan tidak
sesuai dengan respen persetujuan pengeluaran Barang Kiriman (BCE
1.4.1), Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan menyampaikan
ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani manifes di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih
lanjut dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani pengawasan di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

mengirimkan realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke SKP Barang
Kiriman melalui TPS Online. SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon
persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean vang mengawasi

TPS Tujuan.

. Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Asal:
4.1.

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk

sebelum barang dikeluarkan dari TPS Asal;
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dalam hal diperlukan, melakukan penyelesaian lebih lanjut atas
tembusan laporan pengeluaran barang dengan menggunakan BC 1.4
yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang
mengawas; pengeluaran Barang Kiriman di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal.

PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN

1. Dalam hal TPS Tujuan belum terhubung dengan TPS Online:

35

1.2,

1.2

Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean
yang mengawasi TPS Tujuan:
1.1.1. mencocckkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran,
jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan, dalam hal:
1.1.1.1. kedapatan sesuai:
1.1.1.1.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS
Tujuan;
1.1.1.1.2. memberikan catatan pemasukan pada SKP
Barang Kiriman;
1.1.1.2. kedapatan tidak sesuai:
1.1.1.2.1 mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS
Tujuan;
1.1.1.2.2 memberikan catatan pemasukan pada SKP
Barang Kiriman; dan
1.1.1.2.3 menyampaikan ketidaksesuaian tersebut
kepada Pejabat yang menangani pengawasan
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS
Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.
1.1.2. Mengawasi pembongkaran Barang Kiriman.
Setelah  Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman
memberikan catatan pemasukan, SKP Barang Kiriman memberikan
nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 Jnward dan menyampaikannya
kepada Penyelenggara Pos.
Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan tanggal
BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk

melakukan pelepasan tanda pengaman.

2. Dalam hal TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS Online:

2l

Pengusaha TPS Tujuan:
2.1.1. menggunakan BCF 1.4.1 sebagai dasar persetujuan pemasukan

Barang Kiriman,
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2.1.2. Dalam hal nomor, n‘ierek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan
tidak sesuai dengan respon BCF 1.4.1, Barang Kiriman dapat
dimasukkan ke TPS Tujuan dan menyampaikan ketidaksesuaian
tersebut kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor
Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih
lanjut.

2.1.3. Mengirimkan realisasi pemasukan Barang Kiriman ke TPS Tujuan
ke dalam SKP Barang Kiritnan melalui TPS Online.

2.2. SKP Barang Kiriman memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC
1.4 Inward dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Pos yang
Ditunjuk.

2.3. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan tanggal
BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk
melakukan pelepasan tanda pengaman.

Pejabat yang fnenangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Tujuan:

3.1. secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk setelah
barang dimasukan ke TPS Tujuan;

3.2. melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang
dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesual yang
dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor

Pabean yang mengawasi TPS Tujuan.

PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN

SKP Barang Kiriman menutup pos BC 1.4 Inward dalam hal telah dilakukan

penyelesaian Barang Kiriman.

DILAKUKAN DENGAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK
PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASI TPS ASAL

1.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan
pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke Kantor Pabean yang mengawasi
TPS Asal dengan dilampiri media penyimpan data yang memuat data yang
bersangkutan.

Pejabat yang menangani administrasi manifes menerima pemberitahuan
pemindahan penimbunan Barang Kiriman, memeriksa kescsuaian antara
hasil cetakan dan data dalam media penyimpan data, dan mengunggah data
pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke dalam SKP

Barang Kiriman.
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3. SKP Barang Kiriman melakukan penelitian kelengkapan pengisian

pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman. Dalam hal hasil

penelitian sebagaimana dimaksud menunjukkan:

3.1. pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman

tidak lengkap, SKP Barang Kiriman menolak pemberitahuan pemindahan

penimbunan Barang Kiriman;

3.2, pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman

lengkap:

3.2.1. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 dan
membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean
Pengeluaran (BCP 1.4 Outward);

3.2.2. menerbitkan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman

.dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean

di Kantor Pabean Lainnya (BCF 1.4.1) dan mengirimkannya

kepada:
3.2.8.1,
3232

Penyelenggara Pos;

Pengusaha TPS Asal dan Pengusaha TPS Tujuan melalui
TPS Online dalam hal Pengusaha TPS Asal dan/atau
Pengusaha TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS

Online.

3.2.3. melakukan penutupan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 dalam hal

Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS menggunakan BC 1.4,

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL

1. Berdasarkan BCF 1.4.1, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk:

1.1. melakukan persiapan untuk pengeluaran barang vyang telah

mendapatkan persetujuan pengeluaran; dan

1.2. melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum barang dikeluarkan

dari TPS Asal.
3

2. Dalam hal TPS Asal belum terhubung dengan TPS Online:

2.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal:

2.1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran,

jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan, dalam hal:

7, 0 1 B

kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan
dan SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon
persetyjuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean

yang mengawasi TPS Tujuan;
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2.1.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat
dikeluarkan dan menyampaikan ketidaksesuaian
tersebut kepada Pejabat yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal
untuk penyelesaian lebih lanjut dengan tembusan
kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor
Pabean yang mengawasi TPS Asal;
2.1.2. memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pada SKP
Barang Kiriman.
Penyelenggara Pos yang Ditunjuk merekam realisasi pengeluaran

Barang Kiriman dari TPS Asal ke SKP Barang Kiriman.

3. Dalam hal TPS Asal telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS Asal:

menggunakan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman (BCF
1.4.1) untuk menyetujui pengeluaran Barang Kiriman oleh
Penyelenggara Pos.

Dalam hal nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan tidak
sesuai dengan respon persetujuan pengeluaran Barang l{irimaﬁ (BCF
1.4.1), Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan menyampaikan
ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani manifes di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih
lanjut dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani pengawasan
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

mengirimkan realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke SKP Barang
Kiriman melalui TPS Online. SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon
persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean yang mengawasi

TPS Tujuan

. Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Asal:
4.1.

4.2,

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk
sebelum barang dikeluarkan dari TPS Asal;

dalam hal diperlukan, melakukan penyelesaian lebih lanjut atas
tembusan laporan pengeluaran barang dengan menggunakan BC 1.4
yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang
mengawasi pengeluaran Barang Kiriman di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal.
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PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN

1. Dalam hal TPS Tujuan belum terhubung dengan TPS Online:

1.1. Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean

yang mengawasi TPS Tujuan:

1.1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran,

jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan. Dalam hal:

1.3.1.1.

[ ) 9

kedapatan sesuai:

Lo bl

1,4.1.1.9;

mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS
Tujuan;
memberikan catatan pemasukan pada SKP

Barang Kiriman:

kedapatan tidak sesuai:

L.1.1.2.1.

1.1.1.2.2.

1.1.1.2.8,

mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS
Tujuan;

memberikan catatan pemasukan pada SKP
Barang Kiriman; dan

menyampaikan  ketidaksesuaian  tersebut
kepada Pejabat yang menangani pengawasan
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.

1.1.2. mengawasi pembongkaran Barang Kiriman.

1.2. Setelah Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman

memberikan catatan pemasukan, SKP Barang Kiriman memberikan

nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 Inward dan menyampaikannya

kepada Penyelenggara Pos.

1.3. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nemor dan tanggal

BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk

melakukan pelepasan tanda pengaman.

2. Dalam hal TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS Online:

2.1. Pengusaha TPS Tujuan:
2.1.1. menggunakan BCF 1.4.1 sebagai dasar persetujuan pemasukan

1.2

Barang Kiriman.

Dalam hal nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan

tidak sesuai dengan respon BCF 1.4.1, Barang Kiriman dapat

dimasukkan ke TPS Tujuan dan menyampaikan ketidaksesuaian

tersebut kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor

Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih

lanjut.
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2.1.3. Mengirimkan realisasi pemasukan Barang Kiriman ke TPS
Tujuan ke dalam SKP Barang Kiriman melalui TPS Online.

2.2. SKP Barang Kiriman memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC
1.4 Inward dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Pos yang
Ditunjuk.

2.3. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan tanggal
BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk
melakukan pelepasan tanda pengaman.

3. Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Tujuan:

3.1. secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk
setelah barang dimasukan ke TPS Tujuan;

3.2. melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang
dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang
dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor

Pabean yang mengawasi TPS Tujuan.

PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN
SKP Barang Kiriman menutup pos BC 1.4 nward dalam hal telah dilakukan

penyelesaian Barang Kiriman.

. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR
PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASI TPS ASAL

1. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menyampaikan dokumen pengangkutan
Barang Kiriman sebagai pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang
Kiriman dalam rangkap 3 (tiga) kepada Pcjabat yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

2. Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang
mengawasi TPS Asal menerima pemberitahuan pemindahan penimbunan
Barang Kiriman dalam rangkap 3 (tiga) dan melakukan penelitian
kelengkapan dan kebenaran pengisian Pemberitahuan pemindahan
penimbunan Barang Kiriman. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan:

2.1. pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman
tidak lengkap dan tidak benar, Pejabat yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal mengembalikan
pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman kepada

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk untuk diperbaiki;
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2.2, pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman

lengkap dan benar, Pejabat yang menangani administrasi manifes di

Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

i e )

2.8,

2,23

224,

2.2.5.

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 dan
membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean
Pengeluaran (BCP 1.4 Qutward);

memberikan stempel persetujuan pengeluaran Barang Kiriman
dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean
di Kantor Pabean Lainnya pada lembar BC 1.4;

melakukan penutupan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 dalam hal
Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS menggunakan BC
1.4;

menyampaikan BC 1.4 kepada Pejabat Bea dan Cukai vang
menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang
mengawasi TPS Tujuan melalui faksimili, email, atau media
pengirim elektronik lainnya; dan

menyampaikan BC 1.4 lembar pertama, lembar kedua, dan
lembar ketiga kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran

barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

3. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menggunakan dokumen BC 1 4 sebagai

dasar untuk memasang tanda pengaman atas barang yang akan

dipindahkan.

PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL

1. Berdasarkan persetujuan dari Pejabat yang menangani administrasi manifes

di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal, Penyelenggara Pos yang

Ditunjuk:

1.1. melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah

mendapatkan persetujuan pengeluaran;

1.2, melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum barang dikeluarkan
dari TPS Asal.

2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal:

2.1, menerima BC 1.4 lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga dari

Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal;

2.2. mencocokkan BC 1.4 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis

kemasan yang bersangkutan, dalam hal:

2.2.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;



2.3.

2.4.

2.5.

- 109 -

2.2.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan
dan memberikan catutan/tanda pacla BC 1.4 lembar pertama,
lembar kedua, dan lembar ketiga. |
2.2.2.1. Mengirimkan BC 1.4 lembar pertama dan lembar kedua
kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk
penyelesaian lebih lanjut;

2.2.2.2. Mengirimkan BC 1.4 lembar ketiga kepada Pejabat yang
menangani pengawasan di Kantor Pabean yang
mengawasi TPS Asal.

memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pada BC 1.4 lembar

pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga;

mengirimkan kembali BC 1.4 lembar pertama yang telah diberikan

catatan pengeluaran kepada Pejabat yang menangani administrasi

manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

menyerahkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga yang telah diberi

catatan pengeluaran kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, untuk

melindungi pengangkutan Barang Kiriman dari TPS Asal sampai di TPS

Tujuan.

. Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal:

Sile

3.2s

3.3.

menerima dan mengadministrasikan BC 1.4 lembar pertama yang telah
diberikan catatan pengeluaran dari Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal dalam hal telah
dilakukan pengeluaran atas Barang Kiriman.

menyampaikan BC 1.4 kepada Pejabat yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan melalui faksimili,
email, atau media pengirim eiektronik lainnya;

menerima BC 1.4 lembar pertama dan lembar kedua dalam hal
pencocokan BC 1.4 kedapatan tidak sesuai dengan nomeor, merek,
ukuran, jumlah dan/atau jenis kemasan dari Pejabat yang mengawasi
pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk

penyelesaian lebih lanjut.

. Pgjabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang

mengawasi TPS Asal:

4.1.

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk

sebelum barang dikeluarkan dari TPS Asal,



<110 -

4.2. dalam hal diperlukan, melakukan penyelesaian lebih lanjut atas
penyampaian BC 1.4 lembar kertiga yang kedapatan tidak sesuai yang
dikirimkan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran Barang Kiriman di

Kantor Pabean vang mengawasi TPS Asal.

PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN

1. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di

Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

1.1. menerima BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga dari Penyelenggara
Pos yang Ditunjuk yang telah diberi catatan pengeluaran oleh Pejabat
Bea dari Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal;

1.2. mencocokkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga, dengan nomor,
merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan. Dalam
hal:

1.2.1. kedapatan sesuai:

1.2.1.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.2.1.2. memberikan catatan pemasukan kemasan pada BC 1.4
lembar kedua dan lembar ketiga;

1.2.1.3. menyerahkan BC 1.4 lembar  ketiga kepada
Penyelenggara Pos yang Ditunjuk dan memerintahkan
untuk membuka tanda pengaman; dan

1.2.1.4. mengirimkan BC 1.4 lembar kedua kepada Pejabat Bea
dan Cukai yang menangani administrasi manifes di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan;

1.2.2. kedapatan tidak sesuai:

1.2.2.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.2.2.2. memberikan catatan pemasukan kemasan pada BC 1.4
lembar kedua dan lembar Kketiga disertai catatan
mengenai hal-hal yang tidak sesuai; dan

1.2.2.3. mengirimkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi
TPS Tujuan untuk selanjutnya diteruskan kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di
Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk
penyelesaian lebih lanjut.

1.3. Mengawasi pembongkaran Barang Kiriman dari sarana pengangkut.

2. Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang

mengawasit TPS Tujuan :
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2.1,

2.2,

D
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menerima BC 1.4 lembar kedua yang telah diberi catatan pemasukan
dari Pejabat yang mengawasi pemasukan barang di Kantor Pabean yang
mengawasi TPS Tujuan;
mencocokkan BC 1.4 lembar kedua dengan informnasi BC 1.4 yang
diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi
manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal yang dikirim melalui
faksimili, email, atau media pengirim elektronik lainnya, dalam hal:
2.2.1. kedapatan sesuai, mengadministfasikan BC 1.4 lembar kedua,;
2.2.2. kedapataﬁ tidak sesuai, mengirimkan BC 1.4 lembar kedua
kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean
yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.
menerima BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga yang telah diberikan
catatan pemasukan dalam hal kedapatan tidak sesuai dari Pejabat yang
mengawasi pemasukan barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS
Tujuan, dan mengirimkan kepada Pejabat yang menangani pengawasan
di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih

lanjut.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima BC 1.4 lembar ketiga yang telah

diberi catatan pemasukan dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi

pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan

dan melakukan pelepasan tanda pengaman.

Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Tujuan:

4.1,

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan tanda
pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk setelah

barang dimasukan ke TPS Tujuan;

4.2. melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang

dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang

dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor

Pabean yang mengawasi TPS Tujuan.

PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN

Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi

L.

TPS Tujuan:

membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean Pemasukan (BCP 1.4

Inward);

2. menutup pos pada Buku Catatan Pabean Pemasukan (BCP 1.4 Jnward) dalam

hal telah dilakukan penyelesaian Barang Kiriman.
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H. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI
DENGAN MENGGUNAKAN CONSIGNMENT NOTE

1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos mengajukan permohonan ekspor
kembali (re-ekspor) Barang Kiriman dengan dilampiri dokumen pendukung
kepada Kepala Kantor Pabean,

2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan
penelitian atas permohonan.

3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap memberikan
tanggapan:

3.1. menerbitkan surat persetujuan re-ekspor, dalam hal permochonan
diterima; atau

3.2. menerbitkan surat penolakan re-ckspor, dalémi hal permohonan ditolak.

4. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima surat persetujuan atau
surat penolakan.

5. Dalam hal permohonan diterima, Penerima Barang atau Penyelenggara Pos:

5.1. Membuat pemberitahuan pabean ekspor secara lengkap dan benar berupa
Consignment Note yang mencantumkan nomor identitas Barang Kiriman.

5.2. Mengirimkan Consignment Note kepada Karitor Pabean.

6. Consignment Note diterima di Kantor Pabean:

6.1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima dan meneliti
kebenaran data Consignment Note dengan berkoordinasi Pejabat yang
mengelola administrasi manifes untuk mencocokkan atau menutup Pos
BC 1.1. dan Subpos BC 1.1. atau Pos BC 1.4. dengan Consignment Note.
©.1.1. Dalam hal kedapatan sesuai:

6.1.1.1. memberikan persetujuan pemuatan Barang Kiriman pada
Consignment Note dan mengirimkan kepada Pe¢jabat yang
mengawasi pemuatan.

6.1.1.2. menyampaikan tembusan Consignment Note dengan
catatan atau stempel “DIEKSPOR KEMBALI” kepada
Pejabat yang mengelola administrasi manifes untuk
penutupan Pos BC 1.1. dan Subpos BC 1.1. atau Pos BC
1.4,

6.1.2. Dalam hal kedapatan tidak sesuai, mengembalikan Consignment

Note kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pos untuk

diperbaiki.

6.2, Pejabat yang mengawasi pemuatan:

6.2.1. mengawasi pemuatan Barang Kiriman dan mencocokkan

Consignment Note dengan Barang Kiriman yang bersangkutan
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(nomor, merek, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas):
6.2.1.1.Kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dimuat.
6.2.1.2.Kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat
dimuat, Consignment Note dikembalikan kepada Pejabat
yang menangani Barang Kiriman untuk diteruskan
kepada unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
6.2.2. memberikan catatan pemuatan Barang Kiriman pada
Consignment Note.
6.2.3. mengirimkan Consignment Note yang telah diberikan catatan
pemuatan kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.
Pejabat yang menangani Barang Kiriman mengadministrasikan
Consignment Note yang telah diberikan catatan pemuatan pada Buku

Catatan Pabean Re-ekspor Barang Kiriman.

7. Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan realisasi re-ekspor pada

Kantor Pabean tempat pemuatan yang berbeda dengan Kantor Pabean tempat

penyelesaian Kewajiban Pabean Barang Kiriman:

Tl

1.2

Pengeluaran Barang Kiriman dari TPS pada Kantor Pabean tempat
penyelesaian kewajiban pabean menuju ke Kawasan Pabean atau TPS
pada Kantor Pabean tempat pemuatan dilaksanakan sesuai dengan tata
cara pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean atau tempat lain
yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di kawasan
pabean Di Kantor Pabean lainnya.
Dalam hal surat persetujuan re-ekspor diterbitkan oleh Kantor Pabean
tempat penyelesaian kewajiban pabean Barang Kiriman:
7.2.1.Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean Barang
Kiriman melalui Penyelenggara Pos menyampaikan surat
persetujuan re-ekspor, Consignment Note yang telah diberikan
persetujuan pemuatan, dan Barang Kiriman kepada Kantor Pabean
tempat pemuatan.
7.2.2.Pejabat yang mengawasi pemuatan pada Kantor Pabean tempat
pemuatan:
7.2.2.1. mengawasi pemuatan Barang Kiriman dan mencocokkan
Consignment Note dengan Barang Kiriman yang
bersangkutan (nomor, merek, ukuran, jumlah, dan jenis
kemasan/petikemas):
7.2.2.1.1, Kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat
dimuat.
7.2.2.1.2, Kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak

dapat dimuat, Consignment Note diteruskan
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kepada unit pengawasan untuk penyelesaian
lebih lanjut.
7.2.2.2. memberikan catatan pemuatan Barang Kiriman pada
Consignment Note.,
7.2.3. Kantor Pabean tempat pemuatan:
7.2.3.1. Mengirimkan Consignment Note yang telah diberikan
catatan pemuatan atau hasil penyelesaian lebih lanjut
Barang Kiriman sesuai butir 7.2.2.1.2 kepada Kantor
Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
7.2.3.2. Mengirimkan tembusan Consignment Note yang telah
diberikan catatan pemuatan atau hasil penyelesaian lebih
lanjut Barang Kiriman sesuai butir 7.2.2.1.2 kepada
Penyelenggara Pos.
7.2.4.Pejabat yang menangani Barang Kiriman pada Kantor Pabean
tempat penyelesaian kewajiban pabean mengadministrasikan
Consignment Note yang telah diberikan catatan pemuatan atau hasil
penyelesaian lebih lanjut Barang Kiriman pada Buku Catatan

Pabean Re-ckspor Barang Kiriman.
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TATA CARA PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK,
CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk mengajukan

permohonan Pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) kepada Kepala Kantor Pabean dilengkapi dengan

bukti pendukung alasan pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,

" Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean menerima permohonan pembetulan

dan memberikan tanda terima kepada pemohon.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani pembetulan atas Surat

Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPEMCP)

melakukan penelitian atas permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3, Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani pembetulan atas Surat Penetapan

Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan /atau Pajak (SPPBMCP):

a. menerbitkan surat persetujuan pembetulan atas Surat Penetapan
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), dalam hal
permohonan diterima; atau |

b. menerbitkan surat penolakan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran
Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dengan menyebutkan alasan
penolakan, dalam hal permohonan ditolak. |

Berdasarkan surat persetujuan atau surat penoclakan sebagaimana dimaksud

pada butir 4, Kepala Kantor Pabean:

a. membatalkan Surat Penectapan Pembeiyaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau
Pajak (SPPBMCP) dan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sesuai dengan surat persetujuan,
dalam hal surat persetujuan menambah atau mengurangi sebagian tagihan.

b. membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau
Pajak (SPPBMCP), dalam hal surat persetujuan menghapus seluruh tagihan.

Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Surat Penetapan

Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana

dimaksud pada butir 5 (a), Pejabat yang menangani penagihan :

a. membatalkan billing atas Surat Penctapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) lama, dan

b. menerbitkan billing Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,

| dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru dengan jangka waktu paling lama sejak 60
(enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru.

Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Surat Penetapan
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Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana

dimaksud pada butir 5 (b), Pejabat yang menangani penagihan membatalkan

billing atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak

(SPPBEMCP) lama.

. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menerima:

a. surat penolakan; atau

b. surat persetujuan dan billing Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru,
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J. FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR
BARANG KIRIMAN

s
1.
II.

V.

VL

VII.

VIII,

IX.

XL

X1I.

DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK SURAT, KARTU POS, DAN DOKUMEN.
DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK BARANG KIRIMAN TERTENTU.

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN — BARANG
KIRIMAN (NPBL-BK).

NOTA NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN - BARANG
KIRIMAN (NPD-BK). _

SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN BARANG
KIRIMAN (SPBL-BK).

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BARANG KIRIMAN

' (SPPB-BK).

PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG KIRIMAN, UNTUK BARANG
KIRIMAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR.

DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN GABUNGAN.

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENGGUNAAN SKEMA DDP
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK
IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR
BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN
SKEMA DDP
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FORMAT DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK SURAT, KARTU POS, DAN DOKUMEN

NO/TANGGAL BC 1.1/BC 1.4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

...............

DAFTAR BARANG KIRIMAN
NO : ....... (Nomor Daftar Barang Kiriman)........

: ... (nomor BC 1.1/BC 1.4) .... l.... (tanggal BC 1.1/BC 1.4) ..... POS: .... (nomor pos BC 1.1/BC 1.4)......
No Jenis Barang Kiriman Jumlah Berat Kotor (Kgs) Nomor Sub Pos BC 1.1
1 Kartu Pos ceveee (Jumlah Kartu Pos)........

....... (Berat Kotor Kartu Pos)........ <o (NOMor Sub Paos)........

2 {Surat . (Jumlah Surat)........ .- (Berat Kotor Surat)....... | ... (Nomor Sub Pos)........
3 | Dokumen veere. (Jumlah Dokumen)........

Jumlah Total

....... (Tempat)........, ...... (Tanggal)
Penyelenggara Pos,
......... RO 1! (=151 p A——

J—— (Tandatangan)................)
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- FORMAT DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK BARANG KIRIMAN TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR BARANG KIRIMAN TERTENTU
NO: (Nomor Daftar)........

NO/TANGGAL BC 1.1/BC 1.4 : ... (nomor BC 1.1/BC 1.4) .... /... (tanggal BC 1.1/BC : B POS: .... (nomor pos BC 1.1/BC 1.4) .....

Jumlah BKT A A

Total Berat Kotor T ————

Total Nilai Barang (FOB) B e e s A

Total Nilai Pengangkutan (Freight] | | ..ot

Total Nilai Asuransi (Insurance) T ——

Total Nilai Pabean (CIF) E Viemiac s st

N[OV AR [

No Sub Pos BC 1.1 T —

Penyelenggara Pos,
....(Nama).....
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[II. FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN
BARANG KIRIMAN (NPBL-BK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ............... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ...............
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN ...............

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN
BARANG KIRIMAN (NPBL-BK)

Nomor [dentitas Barang Kiriman : .............. (ENHAWRIEBL). oo enensmssmmmmmivs
Tanggal B risisnssansi (Tanggal CN/HAWB/HBL).................
Penyelenggara Pos S s (Nama Penyelenggara Pos)................
Kepada Yth.

Nama FPenerima | ..o {PBHErNG BaranG ). ..o somsassasss
NPWP . (NPWP Penerima Barang, jika ada).............ccco.coiiee.
Alamat 8 o SRS (Alamat Penerima Barang)... ... c..cocowsimienn

Dengan ini diberitahukan atas Barang Kiriman:

No Uraian Barang HS Persyaratan Impor Instansi terkait

%

2

dst

Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan impor tersebut diatas dengan
menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan larangan atau

pembatasan kepada:

T (Nama Kementerian/Lembaga) .......ccovvuririviiimiiniinneer e
.................. (Alamat dan Contact Center K/L).....o.cvveeiireoiiiiiiicieireieccinnn,
e (Alamat situs KIL) oo v

dst

...... (Tempat)....., .........(Tanggal Penerbitan)........

Pejabat Bea dan Cukai

Tanda tangan
Nama
NIP
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IV. FORMAT NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN - BARANG
KIRIMAN (NPD-BK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ............... IKANTOR PELAYANAN UTAMA ...ocov.on...
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN .........o.....

NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN - BARANG KIRIMAN (NPD-BK)

Nomor CN/PIBK b sk NBMBT CINIPIBIC) s i wommsminnsn anonssnss
Tanggal ¥ s FANOGal CRIPIBK Y csemssms mvoes e srsmmss
Kepada
Penerima Barang
Nama Y, (Nama Penerima Barang)....cc.c.co.oovvcciiinnenenieiaannns
NPWP ) (NPWP Penerima Barang, jika ada)...........................
Alamat T —m— (Alamat Penerima Barang)......c.cccoccociecciinnnen,
Penyelenggara Pos
Nama - R R {(Nama Penyelenggara Pos)....c..ccccocoeiiviiiinnninne.
NPWP o (NPWP Penyelenggara POS).......ccocociiveiiieiicenn.
Alamat Y RS (Alamat Penyelenggara Pos)........ccccocvceeverennennn.

Untuk proses penelitiian lebih lanjut, agar Saudara mengajukan dokumen dan/atau data
sebagai berikut:

T, svnensssan e IS TIE SOKIERIREIE . s snocswsns
2 s srvisiesase IR CRIRLITEIIOBEL. . v o
Dst

{Fempal).cuy s (Tanggal Penerbitan)........

Pejabat Bea dan Cukai

Tanda tangan

Nama
NIP
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V. FORMAT SURAT PENETAPAN BARANG - LARANGAN/PEMBATASAN
BARANC KIRIMAN (SPBL-BK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK iINDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH .......ccv.. /KANTOR PELAYANAN UTAMA ...
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN ...............

SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN BARANG KIRIMAN

(SPBL-BK)

Nomor :SPBLBK-.......... b

Tanggsl vmssmaemanasnase
Nomor CN/PIBK sesmeesesueradNGGE CHIPIBIEY. . v ammsmmns sxpanesssves
Tanggal S s ronggal GBI - wmssesos i
Penyelenggara Pos | ..o (Nama Penyelenggara Pos).......cccceovvviens
Kepada Yth.
Nama Penerima - (Penerima Barang)........cccooovvineireniennn.
NPWP T s (NPWP Penerima Barang, jika ada)....................
Alamat B (Alamat Penerima Barang)......... .c..ccccviie

Dengan ini diberitahukan atas Barang Kiriman:

No Uraian Barang HS Persyaratan Impor Instansi terkait

1.

2.

dst

Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan impor tersebut diatas dengan
menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan larangan atau
pembatasan kepada:

. | — (Nama Kementerian/Lembaga) ......c.voiveereirnimnensreseenincniaeonns
.................. (Alamat dan Contact Center K/L).......covorcivinniiiiine e
.................. CAlarsat alUs BIL) oommasanimssssim aass i e

Dst

...... (Tempat)....., .........(Tanggal Penerbitan)........

Pejabat Bea dan Cukai

Tanda tangan
Nama
NiP
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V. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG - BARANG
KIRIMAN (SPPB-BK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA!

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ......ccoeviviiane.
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .................

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG
BARANG KIRIMAN (SPPB-BK)

NOMOR: TANGGAL:
Nomor Pendaftaran PIBK : tanggal :
Kepada :
Penerima Barang
NPWP s (NPWP Penerima Barang, apabila ada)..........ccccceeiinnnen.
REE  Luscasmmamismstiietilie VRN BOIall. v sannssianimsmisai
1 et [ S —————— (Alamat Penerima Barang).....cccccvevvevineiiieniesceneiennnns
Penyelenggara Pos
NPWP
Nama
Alamat
Lokasi Barang :
No.ldentitas Barang Kiriman : Tanggal :
No.BC 1.1 /1.4 : Tanggal : Pos :
Jumlah/jenis kemasan : Berat

Catatan pengeluaran :

T — LENEOAE wosammmsins  sosmmssvimass 2415 5 |

Pejabat Yang Menangani Barang Kiriman *) Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang

Tanda tangan : Tanda tangan

Nama : Nama

NIP ? - ' NIP

*) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal nomor pendaftaran dan berdasarkan
penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat perbedaan tarif dan/atau nilai pabean, maka
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Kiriman (SPP BK) ini merupakan penetapan Pejabat

Bea dan Cukai.

Peruntukan
1. Penerima Barang;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.
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VILFORMAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BARANG KIRIMAN,
UNTUK BARANG KIRIMAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN PAJAK DALAM RANGEKA IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA|
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ....oovovveeiire.

PERSETUJUAN PENGELUARAN

BARANG KIRIMAN
NOMOR: TANGGAL:
Nomor CN/Daftar ! s A Er DR . iovasmsnmmssiss
Tanggal CN/Daftar L oo DL ADGOEH AaPINABTEE) s vammsassss
Penyelenggara Fos D snvssiveresisanes (Nama Penyelenggara Pos)............ccocee.
Kepada:
Penerima Barang®
NPWEF 2o (NPWP Penerima Barang, apabilaada)................cocccoeoe.
Nama Sy BT PEHEINE Baraig). o 5
Alamal ¢ issesiuaaaiseaasdABmal Penefing Barang) . oo oot s
Lokasi Barang :
Jumlah/jenis kemasan - Berat
Catatan pengeluaran :
............................. tanggal ......coccviiiveniee. coeramrmrrecennd@NGGAL L
Pejabat Yang Menangani Barang Kiriman **)Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang
Tanda tangan : ©_ Tanda tangan
Nama : Nama
NIP : NIP

*) Diisi dalam hal pengeluaran dengan CN
**) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Peruntukan
1. Pemilik Barang;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.
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VIII. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN GABUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

........... [ R
DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN SPPBMCP GABUNGAN
HNomst | caoswesan £ Joavnornanspans
Tarmggal | o isssern o SPTC -

Nama d i SR RS BN [ R
IenitER. T cosamr st sim s U Y atopin e s St
B. Total SPPBMCP
JEBIER 7 sy f b
TEREEEL I cvussmemmsenmsinnsl 1 A U,
C. Total BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Bea Masuk B i ) T
Bea Masuk Tambahan B e f Dmmnn sosmmeswamnd i) —
Cukai s ey § S p—
Jumlah ......... 1 p—
PPN gl T y
PPnBM S, | PERNE—
PPh = e, o T
Jumlah ....... { Vessuavminmaineiais g

BB s (angka).....c..oo v  — $4iinnah Ly rupiah),

Pejabat Bea dan Cukai,
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IX. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENGGUNAAN SKEMA DDP

KOP SURAT PENYEDIA PLA TFORM MARKETPLACE YANG MENGAJUKAN
FERMOHONAN PENDAFTARAN PENCULURAAN SKEMA DELIVERY UUTY PAID

Horor ASPOENE, 3 | TR

Tanggal . ......£2)... ...
Hal . Pamohanan Pendaflarsn Penggunaan Skema Delivery Duty Paid

Yih, Fepata Kantor ...o...coo {3) e e
vl s s ans

Malaksi sural i kami mengapkan pemichonan pendeflaran sebagal Penyadis
Platformy Markelplace yang manggunikan Skema Delvery Duty Pawd (DDP) wituk
panyelesaian kepabeanan alas impor Barang Kidman Ecommerze. Sebagal kelenghapan
pannoranan kami sampaikan informas! sebagei bediut:

1. Nama Plalibrm Marketplace ARSI, L 1 R P A
2. Kamal websie danfatau nama aplkasl B R i A<l

3 MPWPR Tre g ue b v
4. Nomor Surat Kepubusas

Panguhkuben Pengusaha Keos Pajak P . | S - R
5. Nomor Swat Keterangan

Tardaftar sshagel Wapb Pajak EPRRRIPSONESS. . | : SPRTRESIPER.
Piatiorm Markeiplace -SRI :. . ;| O,

Damikian dapat kemd sampaikan, stas perfiaian Bapabibu kKand ucsphan tarna
A,

Fimolaan,

ererene {V1L



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8}
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

« 147

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat,

Diisi dengan nama Kantor Pabean.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean.

Diisi dengan nama Platform Marketplace.

Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang
digunakan Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki
Penyedia Platform Marketplace.

Diis1 dengan nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak yang dimiliki Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib
Pajak yang dimiliki Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan nama dan NPWP Penyeclenggara Pos yang
menjadi mitra Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan serta stempel

Penyedia Platform Marketplace.
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FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK
IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

KOP SURAT KANTOR PABEAN
e {2
Ha ijm% aka.s Patsggmaarx Shama Delrvery Duly Paid

Yih. Pimpinan ......a 3
Y IN— .

Sehubungan dangan surat Saudaca nomor ........ofB). e tangaal .. . afB)nn
perihal Permohonsn Pendaftarsn Penggunaarn Skema Defvery Sudy Paid, dengan hi kami
mema parastujuan Repada.

Nama Penyvedia Plalform Marketplace ¥ el it AT

i it
Z. Mamal wabsfte dandaeiay rama aplikes RN . | SR
3. NPWP S 1) N
4. Panyelenggara Pos mira Penyedia

Fiatform Markedpiace A 5 3 T

sebagal Penyadla Platom: Madkelplace yang menggunakan Skema Dedivery Duly Fakl
. (DDF) untuk ponyelesaian kepubeanan atas impor Barang Kiiman Decamenete. Untuk
selanjuinys, agar Penyedia Flationn Markelplave batkoordingsi dengan Direkiocat Informas!
Kepabeanan dan Cukal untuk dapat melakukan peayanpaian data Scafalog dan Synvoice,

Peryadia Phalforrn Maketplacs harus memalushl seluruh peaturan perundangs
widangan df bidang kepabeanen dan cukal. Datam hal df kenwudien Far diesmukan
pelanggasan yang dilakuhkan Penyedia FPiatforny Markelplace, terhadap sural persciufisn i
dapal dilakidan pancabutan.

Surat perselujuan ini berdakiy secara nasional.

Demikian dapei kani sampaikaa, ales perhatien Saudars Xami ucaphan lerima kasio,

Mapata Kaalor,
ST [ b L

Tenbusan Yih.:

1. Direkioral Teknis

2. Direktorat Informagi K&pﬁt-eam dan Cusal dan
3. Direkinrat Panindakan dan Penyidian.
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) . Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) . Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Nomor (4) ; Diisi dengan alamat Penyedia Platform Marketplace.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (6) . Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) . Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang

digunakan Penyedia Platform Marketplace.

Nomor {9) : Diisi dengan NPWP yang dimiliki Penyedia Platform
Marketplace.

Nomor (10) : Diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang
menjadi mitra Penyedia Platform Marketplace.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor

Pabean serta stempel Kantor Pabean.
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XI. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK
IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

KIOP SURAT SANTOR PABEAN

NOIOT | e i —— sipsiis v M
Hal : Panciakan atas Penggunas Skoma Delivery Dty Pald

Y. Peapinan .. ... f8) e

Sehubungan dengan sural Saudam nomor ........(B)........ sanggal. ... olB)eciuieen
parhal Permobonan Pendafteran Penggunasn Skema Delvery Duly Fad, dengan e
disampaikan bahwa kami tidak dapat mamberikan perseijuan kepada.

1. Nama Penyadia Flafform Markeiplace vl K

2. AMamat website dandaiau nama aphizasi T || P :

3. HPWe S .. ; SO
sebagai Penyedia Plafform Markelplace yong menggunakan Skema Delvery Duly Paid
(DDP; untuk penyelesaian kepabeanan ates impor Barang Keiman Ecomnscce
Karena....... E)aiia

Daenikion dapat kamd sampeikan, atas pechatian Saudars ket olagkan fenne Kasih,

Kepaia Kanior,

. S—

Tembusan Yih.:
1. Direkforast Penindskan dan Penyididan: dan
2. Duekicrat Teknls Kepabasanan.



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat,

Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan alamat Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang
digunakan Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan NPWP yang dimiliki Penyedia Plaiform
Marketplace,

Diisi dengan alasan penolakan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor

Pabean serta stempel Kantor Pabean.
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b2

X1I. FORMAT SURAT PENCABU’F&N ATAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN

SKEMA DDP

KOP QURAT KANTOR PABEAN

NOPOF  © ceaad B sasiens

; 12l
Hal : Pencabutan atas Persetuluan Forgtunaon
Skema Defvary Duty Paild
Yih. Fampinan .........{3} ...
SR
SehubunGen oengan .......... (Bkoverenoa. danngan ind kami melakubans pencabutan alas

surat perseldjuan panggunsan Skema Delvery Duly Pald nomor ... (B)... ..

o L ,g&‘:’%
vaneinacedh Eduane o NG dibedkan kepada:

1. Nama Penyedia Flatioan Mackelplace Y s s
2. Alamat website dan/atau nama aplikasi ST | | S
3. NPWP p— 4. | T

Dengan diterbitkannya swal pencabutan ini, Saudare tdak dasal melskukan
panyelesalan  kKewsiiban kepabaansn  Slas  inpor Baneng Kidman

ELLOmMInEne
menggurakar: skema Delivery Dudy Paid.

Demidian dapat kamt sampaikan, stas perhatian Savdars kami vcaphan tarima kasih.

Kepals Kantor

Tembuaan Yih.:
1. Direkiorat Teknis Kepabeanan;

2. Dweltorad informasi Kepabeanan dan Cukal, dan
3. Direkiorst Penindakan den Penylkfikan.



Nomor (1)
Nomor (2)
)

Nomor (3

(

Nomor (4)

Nomor (5)
(

Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan alamat Penyedia Platiform Marketplace.

Diisi dengan alasan pencabutan.

Diisi dengan nomor surat persetujuan penggunaan Skema
Delivery Duty Paid.

Diisi dengan tanggal surat persetujuan penggunaan Skema
Delivery Duty Paid.

Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace.

Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang
digunakan Penyedia Platform Marketplace.
Diisi NPWP yang dimiliki
Marketplace.

dengan Penyedia Platform
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor

Pabean serta stempel Kantor Pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
b e

AL
Iw\l‘ il

&/ Kepala

GEKRETARIAT

&

(=5

b

/;Sélzfé\;@ns Direktorat Jenderal

e
agian Umum

Wahjudi Adrijanto



